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ABSTRAK

Nama : Indra Nur Ramadhan
NIM 171217057
Prodi : llmu Politk

Judul : Analisis Konflik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota
Surabaya dalam Penggunaan Mobil PCR di Masa Pandemi Covid-19.

Skripsi ini berisi tentang Analisis konflik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan
Pemerintah Kota Surabaya dalam penggunaan mobil PCR di masa pandemi Covid-19. Dalam
skripsi ini akan menjabarkan 1.) latar belakang penyebab permasalahan konflik mobil PCR yang
dialami oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2.) Bentuk pola
konflik yang terjadi pada permasalahan mobil PCR di Pemerintah Kota Surabaya dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 3.) Resolusi penyelesaian konflik yang diambil oleh Pemerintah
Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuan skripsi ini ialah untuk mengetahui
tentang penyebab yang melatar belakangi terjadinya konflik antara Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam penggunaan mobil PCR, untuk mengetahui
bentuk konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota
Surabaya dalam penggunaan mobil PCR, dan juga untuk mengetahui resolusi konflik yang diambil

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan
kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara dan
dokumentasi, dan data sekunder melalui kajian pustaka seperti jurnal, dan berita-berita online yang
berhubungan tentang konflik tersebut. Skripsi ini menggunakan beberapa landasan teori yaitu teori

konflik Simon Fisher, dan teori kewenangan.

Hasil berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ini menjelaskan tentang 1.) Latar
belakang penyebab timbulnya konflik ialah adanya perbedaan kepentingan Pemerintah Kota

Surabaya yang ingin wilayahnya segera mempercepat deteksi Covid-19 untuk warga Kota



Surabaya sedangkan kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyeimbangkan
keperluan di wilayah lain yang membutuhkan bantuan, serta adanya miskoordinasi atas
penjadwalan bantuan mobil PCR ini. 2.) Bentuk konflik yang terjadi dapat dikatakan konflik
interpersonal yang merupakan konflik antara suatu kelompok didalam organisasi yang sama, disisi
lain bentuk konflik ini termasuk konflik laten dan manifest karena dilihat dari pemicu konfliknya
sudah tampak atau terbuka, serta telah diketahui banyak pihak. 3.) Resolusi konflik yang diambil
oleh dua pihak menggunakan cara negosiasi dengan penjadwalan ulang untuk keperluan Kota
Surabaya.

Kata Kunci: Penyebab Konflik, Bentuk Konflik, Resolusi Konflik
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

21 Mei 1998 saat rezim presiden Soeharto (Masa Orde Baru) lengser, negara Indonesia
mengalami pergeseran sistem politik dan pemerintahan dengan mengganti sistem
sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Keinginan menggeser sistem politik dan
pemerintah ini merujuk pada berbagai tuntutan para reformis, salah satunya adalah
merubah sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem pemerintahan desentralistik Para
reformis ini mempunyai keinginan bersama yaitu mengganti sistem sentralisasi dengan
sistem desentralisasi untuk kepentingan berjalannya demokratisasi di Indonesia pasca
tumbangnya Orde Baru.

Pengertian sistem sentralisasi sendiri adalah semua keputusan atau kewenangan dalam
mengelola negara yang diatur oleh pemerintahan pusat.!Jika ditarik ke belakang, pada
penerapan sistem sentralisasi di masa Orde Baru berlangsung cukup lama. Guna
memperlancar terlaksananya pembangunan pada masa Orde Baru, pada saat itu
pemerintahan memakai sistem sentralistik, paternalistik, dan birokratik artinya
pembangunan saat itu terpusat hanya dikelola oleh pemerintahan pusat, jalan tersebut
diambil karena pada masa Orde Lama (sebelum Orde Baru) negara Indonesia mengalami
tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi sehingga ekonomi nasional serta

investasi asing sangat rendah.

1 Rira Nuradhawati, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, Jurnal Academia Praja Vol. 2 No. 1
Februari 2014, him 155
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Sebenarnya cara pemerintahan Orde Baru pada saat itu tidak ada yang salah, karena
untuk membenahi kesalahan saat pemerintahan Orde Lama. Pada saat pemerintahan Orde
Baru sistem sentralisasi digunakan ternyata menimbulkan dampak yang besar bagi negara,
pada saat itu pemerintahan tetap ingin menjalankan sistem sentralisasi ini untuk
pembangunan negara karena pemerintahan menganggap pembangunan negara dapat
terlaksana apabila stabilitas politik dan keamanan nasional tejaga dengan baik tetapi
dampak nyata yang dirasakan pada masyarakat saat itu suara aspirasi rakyat dibungkam.
Dalam prakteknya, pembangunan negara menjadi urusan pemerintahan pusat, suara
masyarakat dibungkam, rakyat hanya menjadi objek bukan menjadi partisipasi
pembangunan, serta semua perencanaan negara dikelola oleh pemerintahan pusat tanpa
adanya pertimbangan dari pemerintahan daerah atau bisa dikatakan pemerintahan daerah
hanya sebagai pelengkap sebuah negara.

Rezim Orde Baru yang sudah berjalan selama kurang lebih 30 tahun yang awalnya
mustahil untuk dilengserkan tetapi berhasil dibuat tumbang oleh masyarakat Indonesia, hal
itu dipicu karena pada tahun 1998 sudah terlalu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah
yang tidak berguna untuk masyarakat dan masayarakat menginginkan perubahan. Karena
dalam demokrasi yang sesungguhnya suara rakyat di atas segalanya, hal itulah yang
membuat gejolak untuk melengserkan rezim Orde Baru terjadi di seluruh penjuru
Indonesia. Akhirnya, semua perjuangan untuk meraih perubahan dapat dicapai melalui
tumbangnya rezim Orde Baru, walaupun dengan menukar banyak korban jiwa dalam
peristiwa tersebut. Daerah-daerah di Indonesia mulai bergerak sedikit demi sedikit untuk
mengambil haknya yaitu otonomi daerah yang terdapat pada sistem desentralisasi. Mereka

beranggapan bahwa sentralistik tidak mengubah apapun hanya menguntungkan elite pusat
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serta pembangunan hanya terfokus pada pusat sehingga adanya ketidak adilan dalam
pembangunan di daerah-daerah.?

Semangat untuk memperjuangkan sistem desentralisasi sebenarnya sudah diterapkan
mulai masa Orde Baru dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang
berisi pemerintahan daerah, tetapi undang-undang tesebut tidak berjalan semestinya.
Meskipun undang-undang tersebut sudah tercantum perihal otonomi daerah yang berarti
kewenangan daerah guna mengelola daerahnya masing-masing tetapi dalam
pelaksanaannya kontrol kuat dari pemerintah pusat menyebabkan desentralisasi tidak
berjalan, ditambah lagi para wajah militeristik yang masuk ke jajaran birokrasi pemerintah
daerah menjadikan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang akan menyebabkan
desentralistik yang ditulis dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 terasa seperti
sentralistik.

Di Indonesia penerapan sistem pemerintahan desentralisasi ini sudah dapat dirasakan
pada masa awal reformasi sampai sekarang, Ni’matul Huda menjelaskan bahwa tidak ada
pengertian yang sangat kompleks dengan konsep desentralisasi. Apapun pengertian sistem
desentralisasi tersebut yang terpenting adalah adanya keharmonisan antara politik,
administrasi dan fiskal. Arti dari desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada
pemerintahan daerah untuk mengelola daerahnya, sedangkan desentralisasi administrasi
mengajarkan arahan cara menjalankan pelimpahan kewenangan tersebut, dan

desentralisasi fisal juga untuk urusan pembiayaan pelimpahan kewenangan.® Prinsip

2 Kris Setyaningsih, “Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan dalam Pembangunan
Masyarakat”, Jurnal of Islamic Education Management Vol 3 No 1 Juni 2017 , him 77

3 Prayudi, “Desentralisasi dalam Sistem Pemerinahan Indonesia Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat-Daerah”,

Kajian Vol. 19 No.4 Desember 2014, him 296
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desentralisasi di Indonesia yaitu pemerintahan daerah mulai dari pemerintahan provinsi
dan juga pemerintahan kota atau kabupaten memiliki otonomi daerahnya yaitu daerah
tersebut mempunyai kewenangan dalam mengelola daerahnya masing-masing tanpa
adanya campur tangan pemerintahan pusat. Brian C.Smith menjelaskan bahwa
pemerintahan yang menggunakan desentralisasi harus dilaksanakan dalam dua kondisi.
Pertama, pemerintahan daerah memiliki otonomi daerahnya sendiri, pemerintahan pusat
tidak perlu mengatur pemerintahan daerah untuk mengelola daerahnya tersebut. Kedua,
pemerintahan daerah tersebut akan dipilih secara demokratis, serta pemerintahan daerah
akan memutuskan kebijakan dengan berdasarkan asas demokratis untuk mengelola
daerahnya sendiri.*

Desentralisasi termuat di Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.
25 Tahun 1999 yang berisi penjelasan keseimbangan pengelolaan antara pemerintahan
pusat dan pemerintahan daerah. Keduanya itu menyimpulkan bahwa daerah provinsi dan
daerah kota/kabupaten mendapat kewenangan atas daerahnya sendiri atau yang biasa
disebut dengan otonomi daerah sebagai akibat dari sistem desentralisasi para pemerintahan
daerah akan mengelola daerahnya masing-masing dengan rakyatnya dengan ciri khas
daerah itu sendiri-sendiri. Disisi lain kedua undang-undang tersebut, pemerintahan pusat
memiliki kewenangan yang meliputi keamanan, hukum, fiscal, dan hubungan antar negara.
Tetapi kedua undang-undang tersebut dipakai dalam waktu yang singkat pada tahun 2001-
2004 karena dirasakan banyak kekurangan dan kekurangan dalam konteks desentralisasi.
Sehingga pada tahun 2004 mengalami perubahan revisi undang-undang tersebut dengan

diganti dengan Undang-undang No.33 tahun 2004 yang berisi penjelasan perimbangan

* 1bid,. 295
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antara urusan keuangan daerah dengan pusat. Pada saat penerapan sistem desentralisasi
pada saat ini, menurut M. Ryaas Rayid akibat pengaplikasian sistem sentralisasi yang dulu
sempat dipergunakan, terdapat adanya ketergantungan daerah semakin kuat terhadap
pemerintahan pusat dan hal tersebut menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan
otonomi di daerah saat ini.°

Penerapan desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada masa reformasi ini membuat
peran pemerintah daerah semakin nyata terhadap daerah-daerah yang dikelolanya. Namun
dalam implementasinya, sistem desentralisasi ini masih mengalami beberapa problematika
yaitu:®

Pertama, banyaknya peraturan daerah yang bermasalah. Menurut Departemen Dalam
Negeri, total perda yang mengalami pembatalan sampai pada tahun 2011 mencapai 4000
buah hingga dapat disimpulkan bahwasanya dalam satu tahun 400 perda yang menjadi
masalah. Apalagi biaya pembuatan satu perda mencapai tiga ratus juta rupiah jika ditarik
dengan banyaknya perda yang bermasalah maka anggaran itu menjadi sia-sia tidak berguna
bagi daerah tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu
memaksimalkan kewenangannya untuk membuat peraturan yang sesuai dengan
masyarakat di daerahnya sendiri.

Kedua, masih banyak anggaran daerah yang digunakan untuk belanja pegawai. Sekitar
tujuh puluh persen anggaran belanja daerah digunakan untuk keperluan belanja pegawali,

seharusnya pemerintah daerah mampu untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk

5 Irwan Waris, “Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam mewujudkan Good Governance” , Jurnal
Kebijakan Politik Maret 2012 Vol. 3 No. 1, him 39

6 Kristian Widya Wicaksono, “Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia”. Jurnal Bina Praja Maret
2012 Vol. 4 No. 1, him 25
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berbagai hal tentang keperluan untuk masyarakat di daerahnya seperti sektor
pemberdayaan masyarakat ataupun sektor pariwisata bukan hanya terfokus pada satu
keperluan saja.

Ketiga, maraknya pemekaran wilayah. Setelah desentralisasi diterapkan banyak sekali
pemekaran wilayah di Indonesia, telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak
205 dalam kurun waktu 1999 sampai 2009. DOB ini sangat menjadi masalah pada sistem
desentralisasi, ketika banyaknya DOB bermunculan beban APBN semakin bertambah
termasuk juga pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan
infrastruktur.

Keempat, lemahnya perolehan pendapatan daerah seperti kita tahu penerapan
pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan yang masih dikelola oleh pusat menjadikan
daerah merasa susah dalam mengelola daerahnya sendiri dalam hal anggaran dan
mengandalkan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan.

Kelima, adanya ketidak selarasan koordinasi antar kepala daerah dengan kepala
pemerintahan pusat ataupun kepala daerah provinsi dengan kepala daerah kabupaten/ kota,
ini adalah konsekuensi dari desentralisasi tetapi seharusnya desentralisasi ini hadir untuk
menunjukkan koordinasi antar kepala daerah yang tentunya untuk kesejahteraan
wilayahnya masing-masing.

Keenam, kesiapan aparatur kepala daerah, pemerintahan yang sentralistik pada masa
Orde Baru membuat gaya kepemimpinan masa desentralisasi saat ini masih banyak
bergantung dengan pemerintahan pusat. Hal ini terlihat dalam hal penanganan musibah

didaerah tersebut seperti banjir yang melanda pemukiman warga tidak dapat teratasi secara
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cepat padahal kepala daerah dapat membuat sebuah solusi yang baik bagi warganya untuk
mengatasi musibah tersebut agar tidak terulang kembali.

Ketujuh, masalah kesenjangan wilayah, beberapa wilayah yang dekat dengan
pemerintahan pusat akan terlihat semakin mewah dan megah tetapi wilayah yang jauh dari
pemerintahan pusat malah sebaliknya semakin tertinggal. Seperti wilayah timur, wilayah
tersebut untuk fasilitas listrik maupun jalan yang layak akan berbanding terbalik dengan
wilayah yang dekat oleh pemerintah pusat.

Dari beberapa problematika desentralisasi yang terjadi di Indonesia, salah satu kasus
yang sudah terjadi ialah tentang konflik pemerintah provinsi Jawa Timur dengan
pemerintah kota Surabaya terkait penggunaan mobil PCR di masa pandemi Covid-19 ini.
Awal konflik itu terjadi ketika bantuaan dari pemerintah pusat berupa bantuan mobil PCR
untuk membantu mempercepat deteksi virus Covid-19 pada pasien di rumah sakit tetapi
mengalami permasalahan ketika diarahkan ke wilayah Jawa Timur terkhusus di Surabaya,
ditambah lagi adanya rekaman video dari walikota Surabaya Tri Risma Harini yang berisi
bahwa kota Surabaya sudah meminta dahulu bantuan tersebut tetapi oleh pemerintah
provinsi Jawa Timur dialihkan ke kota lain. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari konflik
tersebut adanya masyarakat aktivis di Surabaya membela pemerintah kota Surabaya hingga
menyalahkan pemerintah provinsi Jawa Timur dan stigma masyarakat terhadap pemerintah
provinsi Jawa Timur semakin buruk.

Menurut pemerintah kota Surabaya, untuk bantuan mobil PCR sudah meminta kepada
ketua Satgas Covid-19 pusat, Doni Munardo telah memberikan janji untuk menggunakan
mobil PCR dan memprioritaskan penggunaannya di wilayah Kota Surabaya, karena positif

Covid-19 di Kota Surabaya menjadikan kota tersebut memiliki jumlah kasus yang tinggi
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di wilayah Provinsi Jawa Timur. Namun, justru pemerintah provinsi Jawa Timur terlebih
dahulu mendapatkan bantuan mobil tersebut dan telah dialihkan ke daerah lain yaitu
Tulungagung, Sidoarjo, dan Lamongan. Kejadian itu berbuntut saling klaim oleh kedua
belah pihak yang mempunyai alasan tersendiri, dari pihak pemerintah provinsi Jawa Timur
memiliki suatu alasan dialihkannya bantuan mobil PCR ke daerah lain karena kondisi
teknologi rumah sakit pada daerah tersebut belum mencukupi sehingga dibutuhkannya
bantuan mobil PCR untuk mempercepat deteksi virus Covid-19 pada pasien. Namun alasan
pihak pemerintah kota Surabaya, disamping sudah meminta jadwal awal bantuan mobil
PCR karena kondisi kota Surabaya dengan kasus positif Covid-19 sangat tinggi pada waktu
dengan sebutan zona hitam dengan sehingga butuh bantuan mobil PCR.’

Kejadian tersebut berlanjut, terlebih satu sama lain saling menyalahkan pihak-pihak
yang terlibat, ditambah lagi dari pihak Gugus Tugas Jawa Timur menjelaskan bahwa
Kadinkes Surabaya tidak memberi penjelasan yang jelas tentang penggunaan bantuan
mobil PCR, sedangkan daerah Tulungagung serta Lamongan telah antri bahwa wilayah
keduanya membutuhkan mobil PCR ini sehingga mobil PCR tersebut dialihkan ke daerah
tersebut. Penjelasan tersebut semakin memperburuk suasana konflik antar kedua lembaga
pemerintahan ini, akibatnya timbul statement dari masyarakat yang juga saling
menyalahkan pihak-pihak tersebut. Seperti kalangan aktivis Surabaya® yang mencurigai
pemerintah provinsi Jawa Timur akan menjadikan Kota Surabaya menjadi seperti Kota

Wuhan, mereka beranggapan bahwa kondisi saat itu Surabaya termasuk zona hitam yang

7 Tim CNN, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200530075357-20-508157/kronologi-kisruh-mobil-pcr-
antara-risma-dan-pemprov-jatim, diakses pada 27 November 2020, jam 21.00

8 Antara, https://www.jpnn.com/news/aktivis-curigai-pemprov-jatim-mau-bikin-surabaya-seperti-wuhan diakses
pada 27 November 2020, jam 21.15
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artinya penyebaran virus corona dengan tingkat yang sangat tinggi dengan dialihkannya
mobil PCR itu akan menghambat laju pengetesan Covid-19 dan juga penanganannya.
Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul “Analisis
Konflik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam
penggunaan mobil PCR di masa pandemi Covid-19” dengan suatu alasan penting Yyaitu
untuk mencoba mengetahui anatomi konflik yang terjadi antar pemerintah, terkhusus
pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Anatomi konflik ini berguna
untuk mengerti latar belakang konflik, bentuk konflik yang terjadi, maupun resolusi konflik

yang diambil antara pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kota Surabaya.

. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dapat
disusun sebagai berikut:

a. Apa latar belakang permasalahan yang menyebabkan munculnya konflik bantuan
mobil PCR yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah
Kota Surabaya?

b. Bagaimana bentuk pola konflik yang terjadi antara pemerintah provinsi Jawa Timur
dengan pemerintah kota Surabaya atas saling klaim bantuan mobil PCR dari
pemerintah pusat?

c. Resolusi konflik macam apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelesaian konflik memperebutkan bantuan mobil

PCR dari Pemerintah Pusat?
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C. Tujuan Penelitian
Berangkat dari uraian rumusan tersebut sehingga didapatkan sebuah tujuan penelitian
dapat tersaji sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui latar belakang penyebab kejadian yang dialami oleh Pemerintah
Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bantuan mobil PCR
b. Untuk mengetahui bentuk pola konflik pemerintah kota Surabaya dengan pemerintah
provinsi Jawa Timur dalam hal bantuan mobi PCR
c. Untuk mengetahui resolusi konflik yang diambil oleh pemerintah kota Surabaya denga
pemerintah provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan konflik saling klaim atas
bantuan mobil PCR
D. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini adapun beberapa manfaat, yaitu:
a. Manfaat Teoritis
Maksudnya, penelitian ini dianjurkan dapat menyumbangkan sumbangan pemikira
ilmu terkait konflik politik khususnya konflik antar pemerintah daerah. Tentunya yang
berkaitan dengan masalah hubungan antara eksekutif pemerintah daerah. Seperti yang
kita tau bahwa eksekutif yang baik disitu pasti terdapat pemerintahan yang baik pula.
b. Manfaat Praktis
Maksudnya, bermanfaat serta diharapkan dapat menjadi saran serta masukan bagi
Pemerintah Kota Surabaya serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi

agar konfik yang serupa tidak terulang di masa depan.

E. Definisi Operasional
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a. Analisis

Pengertian analisis dalam KBBI ialah penyelidikan terhadap suatu kejadian guna
mengerti kondisi yang nyata dalam hal sebab akibat, latar belakangnya. penjelasan
setelah diteliti secara sebaik-baiknya dan dapat sebagai pemecahan sebuah
permasalahan untuk mencari akan kebenarannya.®

Spradley menjelaskan maksud analisis ialah kegiatan yang mempunyai tujuan
untuk menentukan pola selain itu juga analisis ditujukan untuk mengerti secara
kompleks dengan diikuti mencari suatu hubungan antar suatu hal. Analisis ialah suatu
pekerjaan untuk dapat mengurai permasalahan ataupun suatu penelitian, maksud dari
diurai ialah untuk lebih memperjelas suatu hal tersebut guna mengerti makna dan juga
dasar permasalahan. Nasution menuturkan jika melakukan analisis terhadap
permasalahan, maka itu termasuk pekerjaan yang susah, tentunya memerlukan tenaga
yang teliti dalam melakukannya. Jika ingin menganalisis suatu permasalahan, banyak
cara yang dapat dipakai, karena banyaknya beragam bentuk analisis, sehingga setiap
seorang peneliti dapat memilih sendiri cara-cara yang dirasakan cocok untuk
penelitiannya.

Jika dikaitkan dengan konflik maka analisis konflik memiliki sebuah pengertian
yang berbeda. Seperti dijelaskan oleh Fisher, pengertian dari analisis konflik ialah
dapat sebagai bentuk proses praktis untuk melakukan kajian untuk memahami fakta
konflik dari berbagai macam persepsi, dan pemahaman ini bertujuan untuk membentuk
dasar untuk dikembangkan dalam strategi maupun direncanakan dalam tindakan.

Analisis konflik ini bisa kita lakukan dengan alat bantu serta teknik yang tepat, dan

% Analisis, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”
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praktis yang tentunya dapat dikombinasikan antara satu dengan yang lain untuk
mengerti keadaan konflik tersebut?®.

Inti dari uraian diatas bahwa analisis ialah kegiatan untuk melakukan penguraian s
inti permasalahan atau suatu hal secara sistematis dan kompleks, disisi lain analisis juga
berguna untuk memperjelas hubungan antar bagian-bagiannya serta hubungan, hal itu
dilakukan untuk data-data akurat dapat ditemukan. Data yang dimaksud adalah konflik
pemerintahan provinsi Jawa Timur dengan pemerintahan kota Surabaya tentang
penggunaan mobil PCR di masa pandemi Covid-19.

b. Konflik

Pengertian dari konflik adalah ketika seseorang tersebut mempunyai pertentangan
dalam dirinya sendiri, orang lain, maupun organisasi dengan perbedaan realitas yang
diharapkan. Gibson menjelaskan, hubungan di dalam suatu organisasi dapat
menciptakan kerjasama yang baik tetapi didalam melakukan hubungan tersebut dapat
pula menciptakan beberapa konflik di dalam organisi. Konflik itu terjadi karena adanya
perbedaan kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak adanya kerjasama yang
baik dalam organisasi tersebut.

Di dalam organisasi pasti terdapat banyak pihak, baik pengurus ataupun anggota
memiliki ragam latar belakang serta prinsip yang sangat beda. Latar belakang yang

berbeda itu juga menjadi suatu penyebab adanya kepentingan yang berbeda.

10 7ainatul Hikmah, “Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura Dalam
Perspektif Sosiologis-Hukum (Studi Kasus Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi
Jawa Timur)”. Bogor: Manajemen Bisnis nan Ekonomi Perikanan-Kelautan Fakultas Perikanan nan llmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor. HIm 8

Mohammad Muspawi, “Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi) “. Jurnal Penelitian
Universitas Jambi Seri Humaniora Juni-Desember 2014 Vol 16 No 2, him 46
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Suatu organisasi juga dapat dikatakan dengan baik apabila sebuah kepengurusan
organisasi tersebut dapat melakukan kerjasama yang baik antar anggota dengan
pengurus meskipun berbeda kepentingan tetapi jika urusan organisasi maka sebuah
keharusan untuk saling menyeragamkan sebuah tujuan untuk kepentingan bersama.

Konflik memang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini, bukan hanya sebuah
pemerintahan atau organisasi saja tetapi sesama masyarakat sosial pun pernah
mengalaminya, terkhusus pada pemerintahan pasti ada beberapa konflik —konflik kecil
dalam hal melaksanakan sebuah kebijakan atau program. Dalam sebuah pemerintahan
berbagai pihak didalamnya mempunyai latar belakang yang berbeda terkhusus para
pejabat publik pasti mereka mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Adapun
beberapa jenis-jenis konflik yang sering terjadi didalam sebuah organisasi yaitu.
Pertama, konflik intrapersonal yaitu konflik yang terjadi antara individu dengan
dirinya sendiri. Kedua, konflik interpersonal yaitu yang terjadi antara individu atau
kelompok dengan individu atau kelompok lain yang memiliki perbedaan kepentingan.

F. Struktur Pembahasan

Dalam bab pembahasan pada penelitian ini, akan ditujukan untuk menjawab

persoalan yang ingin diteliti, sehingga penulisan pembahasan diharapkan menjadi acuan

untuk menulis penelitia ini yang akan disusun dengan jumlah lima bab, sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan sebuah dasar penulisan atau bisa dikatakan
menjadi alasan penelitian ini ditulis, adapun sub bab yang akan ditulis yaitu

latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.
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BAB Il

BAB IlI

BAB IV

BAB V

Dengan tambahan sub bab tentang definisi oprasional dan juga penelitian
terdahulu.

: KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan terkait teori konflik: pengertian konflik,
penyebab terjadinya konflik, dan juga bentuk pola konflik.

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai alat dan cara penelitian yang
digunakan untuk mengerjakan penelitian ini, mulai dari subjek dan objek
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan
struktur pembahasan.

: HASIL PENELITIAN

Bab ini akan dijelaskan terkait paparan sejumlah data yang diperoleh
melalui turun langsung di lapangan serta data pendukung dari berita-berita
online. Mencakup gambaran umum konflik Mobil PCR, penyajian data dan
analisis data tentang konflik yang dialami oleh pemerintah Jatim dengan
pemerintah Surabaya dalam hal penggunaan mobil PCR di masa pandemic
Covid-19.

: PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan terkait kesimpulan serta bentuk saran lalu

penulisan daftar pustaka tidak lupa penambahan lampiran-lampirannya.
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BAB 11

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Artinya beberapa penelitian yang sesuai akan digunakan sebagai dasar guna
menghindari adanya penelitian yang akan terulang. Inilah beberapa penelitian yang sesuai
dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Pertama. Penelitian oleh Majid Almas Almajida yang berjudul “Konflik Aset
Pemerintahan Kota Surabaya dengan PT Setia Kawan”.!? Penelitian ini berisi tentang
konflik antara kedua belah pihak dalam pengelolaan Gelora Pancasila, karena adanya
perbedaan sudut pandang. Perbedaan pandangan itu karena kepemilikan tanah, posisi
tanah, serta tentang hak guna bangunan. Sedangkan dalam perbedaan kepentingan ialah
tentang kepemilikan tanah, saling klaim oleh kedua belah pihak menjelaskan bahwa
mereka adalah pemiliki aset tanah Gelora Pancasila. Penyelesaian konflik tersebut
menggunakan dua jalur yaitu jalur pengadilan dan non pengadilan, untuk jalur pengadilan
ini dikhususkan untuk menentukan siapa yang berhak dalam hak guna bangunan Gelora
Pancasila dan hasil dari jalur pengadilan ialah PT Setia Kawan Abadi, untuk jalur non
pengadilan ialah pembayaran pihak Pemerinah Kota Surabaya atas bangunan Gelora
Pancasila kepada PT Setia Kawan Abadi karena kalah dalam jalur pengadilan.

Penelitian yang telah dilaksanakan memiliki beberapa kesamaan terkait dengan

temanya yaitu membahas tentang konflik, tetapi perbedaan yang ada dalam penelitian ini

12 Majid Almas Almajida, “Konflik Aset Pemerintahan Kota Surabaya dengan PT Setia Kawan”. (Surabaya:
Universitas Airlangga, Skripsi 2019).
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ialah konflik yang terjadi. Pada satu sisi penelitian ini membahas konflik Pemerintah Kota
Surabaya dengan Perusahaan Swasta sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas
konflik Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disatu sisi
juga tentang kejadian konfliknya yaitu penelitian tersebut membahas konflik aset Gelora
Pancasila sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang penggunaan mobil
PCR di saat pandemic Covid-19.

Kedua. Penelitian dari Muhammad Toyyib Amiruddin yang berjudul “Konfik
Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam
Pengelolaan Terminal Purabaya”.®® Penelitian ini berisi tentang konflik antara Walikota
Surabaya dan Bupati Sidoarjo tentang kekuasaan dalam hal wilayah pengelolaan Terminal
Purabaya. Menurut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adanya keterlambatan pembayaran
pajak terminal membuat pelayanan mengalami kendala.

Penelitian yang telah dilaksanakan tersebut juga memiliki beberapa kesamaan yaitu
tentang pembahasan tema konflik. Penelitian ini juga melibatkan akor eksekutif
pemerintah daerah, tetapi adanya perbedaan yaitu penelitian yang telah dilaksanakan
melibatkan konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dan penelitian yang akan dilakukan melibatkan konflik Pemerintah Kota Surabaya
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal pembahasan konflik pun berbeda
meskipun adanya persamaan tema konflik, yang dibahas dalam penelitian ini ialah konflik
kewenangan Terminal Purabaya sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas

tentang konflik penggunaan mobil PCR di masa pandemi Covid-19.

13 Muhammad Thoyib Amirudin, “Konflik Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
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Ketiga. Penelitian dari Levi Wiliantoro yang berjudul “Analisis Konflik antara
Birokrasi dengan Walikota Tegal Periode 2014-2015.1* Penelitian ini berisi konflik antara
Walikota dan bawahannya sehingga hubungan kedua belah pihak semakin memburuk
akibatnya salah satunya adalah adanya pelayanan publik yang terbengkalai. Resolusi yang
diambil oleh pihak keduanya, dari pihak bawahan seperti PNS akan melakukan sejumlah
pemogokan serta demonstrasi selain itu dipihak walikota melakukan pembebasan jabatan
kepada para bawahan yang menolak aturannya.

Penelitian yang telah dilaksanakan tersebut juga memiliki beberapa kesamaan
dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang tema konflik. Persamaan
lainnya ialah konflik yang dibahas berada di wilayah pemerintahan, tetapi adapun
perbedaannya seperti penelitian yang sudah dilaksanakan ini membahas konflik antara
Walikota Tegal dengan bawahannya sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan
membahas konflik antara Gubernur Jawa Timur dengan Walikota Surabaya. Perbedaan
lainnya ialah penelitian yang sudah dilaksanakan ini terjadi karena adanya arogansi
pemimpin yang mengakibatkan pemerintahan mengalami konflik antar birokrasi,
sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terjadi karena adanya kesalahan dalam
pengelolaan bantuan mobil PCR di masa pandemi Covid-19.

Keempat, Penelitian dari Muhammad Ali Azhar yang berjudul
“DESENTRALISASI DAN KONFLIK KEWENANGAN (Studi kasus konflik

kewenangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kota

14 Levi Wiliantoro, 2016. “Analisis Konflik antara Birokrasi dengan Walikota Tegal Periode 2014-2015".
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2017)
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Kendari dalam kasus pemberian izin investasi PT. Artha Graha Group)”.*® Penelitian ini
membahas konflik kewenangan yang melibatkan dua pihak yaitu pemerintah provinsi
dengan pemerintah di kota Kendari serta membuktikan bahwa undang-undang serta
peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah masih saja ditemukan beberapa masalah
tentunya permasalahan yang terjadi di wilayah pemerintah daerah.

Penelitian yang sudah dilaksanakan ini memiliki persamaan dengan penelitian yang
akan dilakukan seperti pembahasan tema konflik, serta persamaan konfliknya yang berada
di wilayah pemerintahan. Tetapi dalam konflik yang dibahas memiliki perbedaan,
penelitian yang sudah dilaksanakan ini membahas tentang kasus pemberian izin investasi
PT. Artha Graha Group sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang
konflik dalam mengelola bantuan mobil PCR di masa pandemic Covid-19.

Kelima, Penelitian dari Winda Roseline Effendi dam Dendi Sutarto yang berjudul
“Dampak Konflik Kewenangan antara Badan Pengusahaan Kota Batam dan Pemerintah
Kota Batam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kota
Batam”.%® Penelitian ini berisi adanya tumpang tindih kewenangan di daerah semenjak
diberlakukannya sistem desentralisasi karena adanya perebutan kekuasaan serta perebutan
kepentingan yang berlanjut di kota Batam sebagai salah satu kota industri di Indonesia.

Penelitian yang sudah dilaksanakan ini memiliki persamaan dengan penelitian yang
akan dilakukan yaitu persoalan yang dibahas tentang tema konflik pemerintah, dan juga

persamaan konflik yang terjadi di wilayah pemerintah daerah kota. Adapun perbedaan

15> Muhammad Ali Azhar, “DESENTRALISASI DAN KONFLIK KEWENANGAN (Studi Kasus Konflik
Kewenangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kota Kendari dalam Kasus
Pemberian Izin Investasi PT. Artha Graha Group). (Jurnal Administrasi Negara Vol 3 No. 1 Juni 2012)

16 Winda Roseline Effendi dan Dendi Sutarto, “Dampak Konflik Kewenangan antara Badan Pengusahaan Kota
Batam dan Pemerintah Kota Batam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kota
Batam”. (Jurnal Dimensi Vol 8 No. 1 Maret 2019)
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penelitian yang sudah dilaksanakan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti pada
penelitian ini dibahas tentang dampak konflik terhadap pelayanan publik di kota Batam,
sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas analisis konflik pengelolaan bantuan
mobil PCR di masa pandemi Covid-19. Dibagian aktor pemerintah daerah yang mengalami
konflikpun berbeda, pada penelitian yang sudah dilaksanakan aktor konflik yang terlibat
yaitu Badan Pengusahaan Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam sedangkan pada
penelitian yang akan dilakukan yaitu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan
Pemerintah Kota Surabaya.

Keenam, Penelitian dari Irwandi yang berjudul ‘“Analisis Konflik antara
Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai
Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”.!” Penelitian ini berisi tentang konflik
yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, ketidakadanya sosialisasi serta
kurangnya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakatnya. Konflik yang terjadi
melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah desa, perusahaan tambang, serta masyarakat
desa.

Adapun perbedaan serta persamaan penelitian yang sudah dilakukan dengan
penelitian yang sedang dilakukan yaitu persamaannya tentang pembahasan yang dibahas
dalam topik penelitian yaitu tentang konflik, tetapi bentuk konflik yang terjadi sangat
berbeda mulai dari pihak yang terlibat, tempat kejadian, maupun waktu terjadinya.
Penelitian tersebut melibatkan pemerintah desa, masyarakat serta perusahaan tambang,

namun penelitian yang sedang dilakukan ini melibatkan Pemerintah Kota dengan

17 Irwandi, “Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak,
Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”. (JISPO Vol. 7 No. 2 Edisi Juli-Desember tahun
2017)
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Pemerintah Provinsi. Tempat kejadian juga penelitian yang sedang dilakukan terjadi di
Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ketujuh, penelitian dari Muhammad Fathur Razy dan Muhammad Fedryansyah
yang berjudul “Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Proses
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law”® yang berisi konflik tersebut
disebabkan adanya kekurangan terhadap penerapan komunikasi politik serta partisipasi
politik, sehingga kebijakan yang terbentuk sangat tidak demokrasi dengan kondisi yang
ada serta terkesan memiliki potensi-potensi untuk memudahkan kepentingan segelintir
kaum elit politik saja.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan
yaitu pembahasannya mengenai konflik politik. Konflik politik yang dibahas pun berbeda
penelitian tersebut membahas adanya konflik terkait perumusan RUU Omnibus Law tetapi
di penelitian ini membahas konflik bantuan Mobil PCR. Disisi lain juga memiliki
perbedaan juga yaitu pihak pihak yang terlibat, jika penelitian ini pihak yang terlibat adalah
pihak DPR sebagai perancang undang-undang dengan para masyarakat sedangkan
penelitian yang sedang dilakukan yaitu antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Daerah

Kedelapan, Penelitian dari Mahrudin yang berjudul “Konflik Kebijakan
Pertambangan antara Pemerintah dengan Masyarakat di Kabupaten Buton”.'® Yang berisi

konflik terjadi akibat adanya ketidaksesuaian terhadap ganti rugi lahan dan tanaman,

18 Muhammad Fathur dan Muhammad Fedryansyah, “Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam
Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law”. (Jurna Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2 No 2
Tahun 2020)

19 Mahrudin, “Konflik Kebijakan Pertambangan antara Pemerintah dengan Masyarakat di Kabupaten buton”. (Jurnal
Studi Pemerintahan Vol 1 No 1 Agustus 2010).
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tenaga kerja yang masih menggunakan sistem nepotisme serta hilangnya komunikasi
antara perusahaan tambang, aparat pemerintah, dan juga masyarakat.

Persamaannya ialah mengenai pembahasan konflik. Tetapi dalam segi
perbedaannya ialah para pihak yang terlibat, di penelitian yang sudah dilakukan pihak yang
terlibat antara lain pemerintah setempat, perusahaan tambang, serta masyarakat. Perbedaan
lainnya mengenai konflik yang dibahas yaitu tentang konflik ganti rugi lahan yang dialami
oleh masyarakat setempat, lain halnya dalam penelitian yang sedang dilakukan ini
membahas tentang konflik bantuan mobil PCR.

Kesembilan, Penelitian dari Nur Azizah Raja yang berjudul “Analisis Peran
Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT. PP
London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)”.?® yang berisi peran
pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, ketika itu pemerintah
membuat tim penyelesaian konflik dengan bertujuan membuat upaya konsilasi yang
menghasilkan sebuah kesepakatan untuk tidak melanjutkan Hak Guna Usaha diarea tanah
milik masyarakat dengan menunjukkan bukti sertifikat.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan tersebut menunjukkan kesamaan dalam
pembahasan yaitu tentang konflik tetapi memiliki perbedaan dalam konteks lain. Seperti
pihak yang terlibat dipenelitian yang sudah dilakukan ialah Pemerintah, perusahaan swasta,
dan masyarakat, pada penelitian yang sedang dilakukan ini pihak yang terlibat ialah

Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Konflik yang dibahas

20 Nur Azizah Raja, “Analisis Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara
PT. PP London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)”. “Jurnal I[lmu Pemerintahan Vol 12 No 1
Januari 2019)
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pun berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu tentang konflik bantuan mobil
PCR.

Kesepuluh, Penelitian dari Ira Permata Sari yang berjudul “Konflik Perbatasan
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Perebutan Gunung Kelud antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri)?t. Penelitian ini berisi tentang adanya
perebutan Kawasan Gunung Kelud yang diakibatkan tidak adanya batas adsministratif oleh
kemendragi.

Persamaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah konflik ini
melibatkan dua Pemerintah Daerah di satu wilayah. Tetapi perbedaanya ialah penelitian
tersebut pihak yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah
Kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang sedang dilakukan adanya pihak yang terlibat
adalah Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

B. Teori Konflik
1. Konflik

Nader, seorang ilmuwan antropologi menjelaskan arti dari konflik ialah
kejadian yang timbul akibat adanya persaingan baik dalam individu, kelompok,
komunitas maupun kelas sosial yang mempunyai ideologi tertentu, agama
tertentu, ras tertentu, organisasi politik tertentu.

George Simmel dan Lewis Coser, mengatakan bahwa konflik ialah sebuah
bagian terpenting ketika didalam kehidupan manusia, karena konflik memiliki

manfaat sehingga memiliki tujuan positif seperti tujuan untuk mempererat

21 Ira Permata Sari, “Konflik Perbatasan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Perebutan Gunung Kelud antara
Pemerintah daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri)”. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya 8
Januari 2014
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sebuah anggota organisasi. Karl Marx dan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa
konflik sudah menjadi dinamika dalam peradaban manusia karena manusia
berinteraksi satu dengan yang lain dari berbagai ragam latar belakang yang
sanat beda sehingga menimbulkan beberapa konflik kecil, lalu Maslow, Max
Neef, dan John Burton menjelaskan konflik juga sebagian pemenuhan terhadap
kebutuhan dasar manusia.??

Pada hakikatnya, konflik merupakan bentuk pertentangan terhadap suatu
ide maupun perbedaan pendapat, serta perbedaan tujuan diantara beberapa
pihak yang terlibat sehingga semua pihak dapat memperjuangkan kepentingan
yang diinginkan bahwa keinginan tersebut baik untuk bersama. Bahkan konflik
tersebut awalnya berupa nonfisik hanya sebatas adu argumen bisa saja menjadi
konflik fisik yang biasa kita sebut dengan kekerasan.?®

Dalam ilmu politik, konflik sendiri sering dikaitkan dengan kekerasan,
kudeta, maupun kerusuhan. Dalam kata lain konflik memiliki unsur dari sebuah
perbedaan pendapat, pertentangan, persaingan antar individu dengan individu,
kelompok dengan kelompok, juga dapat antar individu dengan kelompok /
pemerintah.?* Oleh sebab itu konflik politik dapat diartikan secara luas dari
mulai adanya perbedaan pendapat, persaingan baik antar individu/kelompok
maupun persaingan antar individu dengan kelompok yang memiliki tujuan

untuk mendapatkan ataupun mempertahankan keputusan pemerintah.

22 Susan Novri, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009,)

him 4.

23 Kang Young Soon, “Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama”, (Jakarta, Ul-Press, 2007,) him 51.

24 Ramlan Surbakti, “Memahami llmu Politik”. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarama Indonesia 1992), him 190
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Keputusan pemerintah maksudnya adalah aspirasi-aspirasi para kelompok
maupun individu yang diperjuangkan.?
2. Analisis konflik

Fisher menjelaskan analisis konflik ialah proses suatu kegiatan agar dapat
mengkaji serta memahami realita pada konflik dari berbagai gagasan, lalu hasil
tersebut akan membentuk sebuah dasar agar dapat digunakan untuk
mengembangkan suatu yang diinginkan. Beberapa alatbantu yang digunakan
untuk memahami konflik.:

Pertama, Kronologi. Alat bantu ini dipakai guna memperlihatkan sejarah
konflik yang disesuaikan dengan waktu kejadiannya dan akan diperlihatkan
secara berurutan. Tujuan digunakan alat bantu ini adalah untuk pemahaman
konflik secara spesifik karena berguna untuk menjelaskan interpretasi kejadian
konflik dari beberapa pihak yang terlibat. Interpretasi ini maksudnya berasal
dari pihak yang terlibat yang mempunyai tujuan tertentu dan dipergunakan
dengan beberap pihak lain.

Tujuan lain adanya alat kronologi ini berguna untuk menggambarkan situasi
pada saat terjadinya konflik sehingga, mulai dari penggambaran pihak yang
terlibat, dari penggambaran tersebut dapat diketahui sebuah penyebab konflik
terjadi serta sebuah resolusi yang akan diambil untuk mengatasi konflik
tersebut, sehingga para pembaca akan mengerti sebuah konflik yang terjadi dari

awal sampai pada penyelesaian konflik itu.

25 Drs. Arbi sanit, “Perwakilan Politik Indonesia”, (Jakarta: CV Rajawali 1985), him 131
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Kedua, Penahapan konflik. Alat bantu ini memiliki tujuan melakukan
analisis terhadap tahap-tahap konflik. Beberapa tahapan konflik dijelaskan
menjadi lima tahapan yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, serta
pascakonflik.

Prakonflik memiliki arti yaitu sebuah kondisi para pihak-pihak yang
terlibat, baik dua pihak ataupun lebih, yang mengalami sebuah
ketidakharmonisan karena ketidak adanya keharmonisan tersebut maka akan
menjadi pemicu terjadinya konflik, secara mudah berarti bahwa mulai
timbulnya, selanjutnya akan berada pada tahap konfrontasi dimana ketegangan
mulai muncul antar pihak pihak yang terlibat sehingga konflik mulai menuju
puncaknya. Ketika mencapai puncak maka disebut tahap krisis, tahap ini
menggambarkan bahwa puncak konflik terjadi saat itu saling bersitegang
mengedepankan ambisi satu sama lain yang berbeda tujuan. Setelah adanya
krisis maka timbulah akibat. Disini akibat dari konflik itu sendiri bisa akibat
kepada para pihak terlibat atau akibat kepada pihak yang dilingkungan tersebut.
Yang terakhir di tahap pascakonflik, pasca konflik ini bisa dengan adanya
resolusi yang diambil antar kedua belah pihak agar konflik dapat terselesaikan.

Ketiga, Pemetaan konflik. Alat bantu ini memiliki cara tersendiri yaitu
menggunakan visualisasi dengan melibatkan hubungan yang dinamis antar

beberapa pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, alat bantu ini juga
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memiliki kegunaan yang lain seperti untuk analisis jenis serta tingkat hubungan

antara pihak pihak yang terlibat?®.

3. Jenis konflik

Adapun beberapa pengelompokan beberapa konflik yang di lihat dari
banyaknya pihak yang ikut serta didalam konflik tersebut yang terbagi menjadi
dua bentuk kriteria, yaitu

Konflik personal, yaitu kejadian yang dialami ketika seseorang itu
mengalami pertentangan didalam dirinya sendiri ketika dihadapkan dengan
pilihan yang ada.

Konflik interpersonal, konflik ini terjadi ketika didalam organisasi yang
melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan tertentu.

Selain itu konflik juga dapat dikelompokan berdasarkan tujuannya yaitu
konflik konstruktif dan juga konflik destruktif. Konflik konstruktif ialah konflik
yang bertujan mencari solusi secara bersama, tujuan lainnya ialah mempererat
pihak yang terlibat didalam konflik. Kebalikan dari konflik konstruktif ialah
konflik destruktif yang memiliki tujuan untuk mengalahkan lawannya, konflik
ini sangat sulit untuk mencari solusi karena pihak yang ikut serta mempunyai

kepentingan yang sangat beda.?’

4. Pola konflik

26 7ainatul Hikmah, “Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura Dalam
Perspektif Sosiologis-Hukum (Studi Kasus Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa
Timur)”. Bogor: Manajemen Bisnis nan Ekonomi Perikanan-Kelautan Fakultas Perikanan nan Iimu Kelautan Institut
Pertanian Bogor 2008, him 7

27 Wirawan, “Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian”. (Jakarta: Salemba Humanika, 2013).

Him 37
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Menurut Fisher, menjelaskan bentuk pola konflik dapat dibagi kedalam tiga
bentuk konflik, Pertama. Konflik latent, konflik ini berbentuk konflik yang
tersembunyi artinya perlu dibahas di publik atau diangkat menjadi bahasan
publik untuk dapat diselesaikan secara cepat dan efektif. Kedua. Konflik
terbuka, konflik ini termasuk konflik yang dalam, artinya mempunyai akar
permasalahan yang sangat beragam dan juga akan berakibat timbulnya beberapa
efek baru sehingga harus adanya penanganan yang benar dalam mengatasi
konflik tersebut. Ketiga. Konflik permukaan, konflik in mempunyai akar
permasalahan yang dangkal dan timbul hanya karena salah paham tentang suatu
hal dan dapat di selesaikan dengan komunikasi yang baik. Selain itu adanya
ruang lingkup pada konflik, Soerjono Soekanto menjelaskan pembagian konflik
sosial kedalam lima lingkup khusus, yaitu: a. Konflik lingkup pribadi, yaitu
konflik yang melibakan individu tanpa adanya kelompok yang ikut dalam
konflik ini biasnya terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan
tujuan ataupun kepentingan. b. Konflik lingkup rasial, yaitu konflik yang terjadi
karena adanya perbedaan ras satu dengan yang lainnya. c. Konflik lingkup kelas
sosial masyarakat, ini termasuk konflik yang timbulnya ketika adanya
perbedaan di lingkungan masyarakat terkhusus pada kelas sosialnya sehingga
adanya perbedaan kepentingan. d. Konflik lingkup politik, yaitu konflik yang
terjadi karena adanya maksud serta kepentingan atau tujuan politik seseorang

maupun kelompok. e. Konflik lingkup internasional yaitu konflik yang timbul
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akibat adanya perbedaan tujuan yang akan mempengaruhi kedaulatan suatu
negara.®
5. Penyebab Konflik

Dasar penyebab terjadinya konflik ialah adanya dua kemajemukan yaitu
kemajemukan horizontal lalu kemajemukan vertical. Bentuk dari kemajemukan
horizontal adalah struktur masyarakat seperti ras, suku, daerah dan juga agama
sedangkan kemajemukan vertical adalah struktur masyarakat berdasarkan
kekayaan ataupun pengetauan. Dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan
kepentingan berdasarkan kemajemukan baik horizontal maupun vertical akan
mengakibatkan adanya konflik?®

Salah satu bentuk kemajemukan horizontal yang akan menyebabkan sebuah
konflik di lingkungan politik seperti adanya kesenjangan untuk kemakmuran
suatu daerah pusat negara dengan daerah terpencil suatu negara. Dan salah satu
bentuk kemajemukan vertical yang akan menyebab suatu konflik pada lingkup
politik seperti kesenjangan terhadap suatu ekonomi seseorang contohnya orang
kaya dengan orang miskin, juga bisa orang berpendidikan tinggi berdebat
dengan orang yang berpendidikan rendah.

Soejono Soekanto menjelaskan beberapa penyebab konflik yaitu: a. Karena
individu itu sangat beragam maka hal itu menjadi alasan adanya perbedaan
pendirian karena setiap manusia itu pasti memiliki pendirian yang berbeda satu

sama lain. Sehingga perbedaan inilah yang akan menjadi penyebab konflik

28 [rwandi, “Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa
Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”. JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017, him 28

2% Denny, “Membaca isu-isu Politik”. Yogyakarta: LKIS, 2006. Him 17
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karena didalam kondisi sosial ini setiap individu tidak mungkin sejalan dengan
individu maupun kelompok yang lainnya. b. Perbedaan latar belakang
kebudayaan, setiap individu pasti memiliki latarbelakang yang berbeda karena
kebudayaan daerah pasti berbeda dan akan membentuk individu yang berasal
dari daerah tersebut. c.Perbedaan kepentingan, pada saat bersamaan
kepentingan setiap individu pasti berbeda, apalagi ketika dalam hal berpolitik
di pemerintahan pasti setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda.°

Menurut Dorcey dalam Bruce Mitchell dkk, ada empat penyebab terjadinya
konflik yaitu perbedaan pengetahuan antar pihak yang terlibat, dasar pengetauan
seseorang akan memengaruhi tindakan seseorang tersebut. Perbedaan nilali,
maksudnya ialah ketika adanya perbedaan persepsi atau gagasan seseorang.
Perbedaan keuntungan kerugian, ini terjadi ketika pihak-pihak merasa adanya
ketidak adilan. Perbedaan latar belakang, ketika ada pihak-pihak yang memiliki
perbedaan dalam latar belakang personal maka disitupun pasti ada tujuan yang
berbeda.!

6. Penyelesaikan konfik

Pertama. Pengenalan, maksudnya adalah kepekaan terhadap permasalahan
harus ditingkatkan, kesimpulannya seperti paham akan kondisi di lapangan.
Karena salah satu penyebab konflik adanya ketidak pahaman atau miss

komunikasi ini dapat diselesaikan jika kita paham kondisi di lapangan. Kedua.

30 |rwandi, Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa
Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017, him 29

31 Dorcey A.H.J dalam Bruce Mitchell dkk, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta, him 22.
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Diagnosis, cara ini merupakan pengujian tentang siapa, apa, dimana, mengapa
dan bagaimana konflik ini terjadi. Fokus pengujiannya ialah dengan
permasalahan yang utama. Ketiga. Solusi, kumpulkan semua pihak pihak yang
mengerti dalam permasalahan tersebut dan carilah solusi yang terbaik.
Keempat. Pelaksanaan, ketika sudah mendapatkan solusi yang terbaik
laksanakan secara baik tetapi kita harus mengerti bahwa setiap solusi akan
menimbulkan keuntungan maupun kerugian yang lain. Kelima. Evaluasi, jika
solusi itu gagal atau malah menimbulkan kerugian yang lain maka lakukanlah
cara tersebut dari awal dan memikirkan solusi yang terbaik untuk
menyelesaikan konflik tersebut.®2
C. Teori Kewenangan
1. Kewenangan

Philipus M Hadjon menjelaskan jika pemerintah ingin melakukan tindakan
maka harus bertumpu pada wewenang yang sah. Hal itu juga didukung kuat
oleh UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menjadi landasan tindakan pemerintah. Hal
itu menjelaskan bahwa setiap lembaga pemerintah dan kenegaraan harus
mempunyai legitimasi hukum seperti undag-undang. Negara hukum seperti
Indonesia ini haruslah berlandaskan undang-undang untuk para pemerintah
dapat memberikan kewajibannya kepada masyarakat agar terciptanya

demokratis

32 Mohammad Muspawi, “Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi) “. Jurnal Penelitian
Universitas Jambi Seri Humaniora Vol 16 No 2 Desember 2014, him 46
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S.F Marbun berpendapat bahwa kewenangan secara yuridis ialah
kemampuan untuk melakukan tindakan sebuah penguasa yang didasari oleh
sebuah undang-undang yang berlaku untuk urusan publik.®® Kewenangan
adalah sebuah kekuasaan yang diberikan secara formal kepada orang-orang
tertentu di sebuah bidang pemerintahan. Kewenangan juga memiliki hak serta
kewajiban.

Saat ini beberapa orang salah dalam menafsirkan kekuasaan dan
kewenangan khususnya dalam lingkup ilmu politik. Banyak persepsi bahwa
kekuasaan memiliki arti yang sama dengan kewenangan. Kekuasaan memiliki
arti adanya pihak yang menerima dan juga ada pihak lainnya yang diperintah.®*
Tetapi jika kewenangan menurut Ferrazimen memiliki arti untuk melakukan
regulasi, adsministrasi, serta supervisi atas suatu urusan yang dikerjakan.*®
Adapun tambahan secara kontekstual didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25
tahun 2000 pasal 1 huruf c tentang Kewenangan pemerintah pusat dan
kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang berisi “kewenangan
pemerintah ialah sebuah hak dan kewajiban kekuasaan pemerintah untuk
menentukan sebuah kebijakan untuk bukti penyelenggaraan pemerintah”

Philipus M. Hadjon menjelaskan kewenangan memiliki pengertian yaitu
dengan istilah bevoegdheid. Dalam konsep hukum Indonesia istilah tersebut

ditujukan untuk lingkup hukum publik. Intinya konsep kewenangan merupakan

33 SF Marbun, “Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik di Indonesia”, (Yogyakarta: Ull
Press, 2001), him 208

34 Miriam Budiharjo, “Dasar dasar ilmu politik”, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1998), him.35.

35 Ganjong. “Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum”, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2007), him.93.
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kaitan dari sebuah kekuasaan.®® Prajudi Atmosudirjo menjelaskan perbedaan
antara wewenang dan kewenangan. Kewenangan yaitu kekuasaan formal yang
didapatkan dari sebuah wundang-undang, sedangkan wewenang adalah
memerintahkan sebagian kekuasaan untuk dapat melaksanakan sebuah tindakan

yang sesuai hukum.®’

2. Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan ialah dari perundang-undangan yang digunakan
sebagai dasar pemerintah dalam melaksanakan kegiatan publik dan selalu
berkaitan dengan sebuah jabatan. Karena jika sudah mendapatkan jabatan maka
juga memperoleh wewenang yang akan melahirkan sebuah kewenangan-
kewenangan.

Menurut pemikiran H.D Van Wijk dan Williwm Konijnenbelt sumber
kewenangan diperoleh melalui tiga hal yaitu:®

a. Atribusi

Atribusi adalah sebuah wewenang pemerintah yang sumbernya berasal
dari sebuah undang-undang. Pemberian kewenangan ini sumber
utamanya ialah dari undang-undang dasar 1945 atau juga dapat berasal
dari undang-undang yang berlaku kepada suatu kelembagaan dan dapat
dipakai secara terus menerus jika hal itu diperlukan.

b. Delegasi

36 Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia”, (Gadjah Mada Univesity Press, Yogyakarta,

2005), him.10.

37 Prajudi Atmosudirdjo, “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), him.29.

38 H.D Van wijk dan Williwm Konijnenbelt dalam Ridwan. “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2006) him.101.
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Delegasi adalah sebuah wewenang yang terjadi karena didapat dari
pelimpahan jabatan ataupun badan usaha milik negara yang telah
mendapat wewenang dari pemerintahan secara atributif kepada badan
atau sebuah jabatan usaha negara.
c. Mandat
Mandat adalah sebuah janji-janji dalam lingkup kerja yang terjalin
antara pimpinan maupun bawahan dalam hal itu pegawai/bawahan
memperoleh sebuah kewenangan atas sebuah nama pimpinan. Syarat
sah dalam pemberian mandat, berisi tiga syarat yaitu®® a) mau menerima
pemberian mandat, b) wewenang tersebut harus sesuai dengan pribadi
yang dimandati, c) tidak menentang sebuah undang-undang yang
berlaku.
3. Pemerintah Daerah
Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai pembagian
daerah-daerah provinsi dan terbagi menjadi daerah kota/kabupaten. Setiap
daerah-daerah itu memiliki pemerintahan daerah baik pemerintah daerah
provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam undang-
undang. Didalam UUD 1945, pemerintah daerah menjadi pelaksana keperluan
pemerintah, dan DPRD bertugas membantu prinsip otonomi daerahnya.
Di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pengertian daerah yang berisi “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai

39 |ndroharto, “Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1991), himl.64-67
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unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom”.*° Penjelasan dari Prof
Drs HAW Widjaja, bahwa pemerintah daerah adalah sebagi pelaksana urusan-
urusan pemerintahan daerah yang dikerjakan antara lembaga pemerintahan

daerah dengan DPRD daerah tersebut.*

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Peraturan yang berisi tentang kewenangan serta hak dan kewajiban
pemerintah daerah termuat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Seperti dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 tentang urusan pemerintah yang terdiri
dari urusan absolute, urusan konkuren, dan juga urusan pemerintah umum. Pada
pasal 9 ayat 2 berisi tentang pengertian urusan pemerintah absolute yang artinya
urusan yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Pasal 9 ayat 3 berisi
tentang urusan konkuren yang berarti urusan yang dibagi atas pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota

Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah juga menjelaskan bahwa ada batasan-batasan ketika
pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya seperti menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria agar terjadi kestabilan dalam kebijakan yang

diambil oleh seluruh pemerintah daerah.*?

40 | jhat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

41 Widjaja HAW, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Him.140.

42 |ihat Pasal 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah.
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Urusan konkuren dalam kewenangan pemerintah daerah terdiri dari dua
yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Perbedaannya yaitu jika urusan pemerintahan wajib ialah urusan yag harus
ditetapkan serta dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah seperti bidang
kesehatan, bidang pendidikan, ataupun bidang kebutuhan pokok, tetapi jika
urusan pemerintahan pilihan itu digunakan untuk meningkatkan potensi-
potensi, keunggulan, kekhasan daerah masing-masing seperti membuat
kawasan wisata yang tentunya akan menambah pendapatan daerahnya.*

Secara simpulnya yaitu segala urusan pemerintah pusat yang diserahkan
kepada pemerintahan daerah yaitu selain urusan agama, politik luar negeri, dan
juga keamanan. Pemerintah daerah pun mempunyai kewenangan membuat
peraturan daerah sendiri tetapi batasan-batasan peraturannya tetap menjadi

kewenangan pemerintah pusat.

43 Siswanto Sunarno, “Hukum Pemerintah Daerah”, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), him.35.
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BAB I

METODE PENELITIAN

1. Jenis Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif.
Pemilihan penelitian kualitatif ini karena pengumpulan sebuah data pada suatu kondisi
yang mempunyai tujuan untuk memaknai sebuah kejadian**. Dikatakan kualitatif
karena dalam penelitian ini akan menampilkan sebuah hasil data-data secara deskriptif
yang berasal dari sebuah kejadian yang dialami oleh seseorang. Penelitian berjenis
kualitatif ini mempunyai perbedaan dengan penelitian jenis kuantitatif, perbedaannya
ialah tidak adanya sebuah angka, ataupun perhitungan statistik.°

Pengertian metode ialah sebuah alat yang bertujuan untuk memecahkan sebuah
masalah, dan memperoleh suatu penyelesaian masalah. Arti metode juga berisi tentang
adanya sebuah “cara” maksudnya proses ketika melakukannya serta alat yang akan
digunakan. Sedangkan pengertian metodologi penelitian ialah ilmu atau pengetahuan
yang berisi tentang tata cara yang sistematis untuk mengolah suatu data yang ingin
dianalisis, disimpulkan, serta dilanjutkan untuk mencari penyelesaiannya.

Desain penelitian ini berbentuk deskriptif. Artinya dalam penulisan penelitian ini
penyajian data bersifat verbal yang akan menggambarkan sebuah kejadian. Desain ini

memiliki tujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta sosial*®, khususnya dalam

44 Albi Anggito, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), him 8
45 Sugiono, “Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D”. (Bandung: Alfabeta, 2015), him 246.

46 |gbal Hasan, “Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya” (Jakarta Ghalia Indonesia) 2002 him 20
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penelitian ini fakta sosialnya ialah konflik pemerintah. Dalam hal ini peneliti berusaha
menjelaskan serta mendeskripsikan kronologi kejadian, penyebab konflik serta resolusi
konflik. Menurut penjelasan Sugiyono, Penelitian yang menggunakan metode kualitatif
ini akan melihat dari objek dari kondisinya, dan peneliti ialah sebagai instrument
kunci.*’

Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini ialah untuk memberi sebuah gambaran
secara runtun sebuah kejadian atau fenomena sosial yang tentunya sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti, pada penulisan penelitian ini permasalahan yang akan
diteliti tentang konflik yang dialami oleh Pemerintah Surabaya dengan Pemerintah
Jawa Timur dalam penggunaan bantuan mobil PCR.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini berlokasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah
Kota Surabaya, terlebih khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jawa Timur sebagai pihak yang menjadi Gugus Tugas bagian Logistik Jawa Timur, dan
juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi
penerima bantuan atas mobil PCR, pelaksanaan penelitian ini sekitar 3 bulan mulai
bulan Februari — April 2021.

3. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Pada penerapan penelitian ini penggunaan subjek penelitian diartikan
seseorang atau pihak yang mengetahui pokok kejadian suatu fenomena konflik

yang terjadi. Pada penelitian ini subjek penelitian ialah Pemerintah Kota Surabaya,

47 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 9.
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Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jawa Timur.

Subjek ini ditetapkan dengan cara purposive sampling*®, yaitu sebuah cara
dalam sebuah penelitian untuk pengambilan narasumber dengan beberapa
pertimbangan tertentu. Pertimbangannya ialah seperti narasumber tersebut dapat
memenuhi kebutuhan data sehingga dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai
sumber data. Dengan perumpamaan seseorang itu mengerti atau tau tentang sesuatu
hal yang diharapkan oleh peneliti agar memudahkan untuk menjelaskan kejadian
yang telah terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti mengalami kendala dalam menentukan subjek
informan penelitian sebab dari pihak Pemerintah Kota Surabaya merasa keberatan
untuk melakukan pemaparan penjelasan mengenai konflik yang terjadi, sehingga
peneliti hanya mendapatkan satu subjek informan penelitian yaitu Kemal Faruq
sebagai Kasubag BPBD Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa BPBD Jawa
Timur sebagai bagian logistik dalam Gugus tugas Covid-19 wilayah Jawa Timur.
Lalu untuk menambahkan datanya peneliti menggunakan berita media mulai dari
penjelasan Dr. Joni Wahyuhadi yang menjadi Gugus Kuratif Percepatan
Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa beliau yang
mengerti tentang penjadwalan mobil PCR. Lalu penjelasan pihak penerima bantuan
mobil PCR yaitu Walikota Surabaya Tri Rismaharini serta Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa.

b. Objek Penelitian

48 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: Alfabeta, 2016), him 298
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Pada penulisan penelitian skripsi ini objek penelitian yang menjadi piliha
pembahasan permasalahan didalam konflik yang dimulai dari faktor-faktor yang
menjadi penyebab terjadinya konflik, bentuk konflik yang terjadi, serta resolusi
konflik yang akan diambil oleh pemerintah Surabaya dengan pemerintah Jawa

Timur dalam penggunaan bantuan Mobil PCR.

4. Sumber Data

Pada penulisan penelitian ini adapun sumber data yang telah dikumpulkan oleh

penulis, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer dikatakan sebagai sumber informasi data yang mempunyai
wewenang serta tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data
dapat di sebut juga sebagai sumber data/informasi.*® Sugiyono menjelaskan sebuah
data primer ialah sebuah sumber data yang diberikan secara langsung kepada
peneliti.>°

Data primer dalam penulisan penelitian ini ialah Kemal Faruq yang betugas
sebagai Kasubag Umum BPBD Jawa Timur. Informan tersebut diambil dengan
pertimbangan karena BPBD Jawa Timur pada saat konflik terjadi sebagai Gugus
Tugas bagian Logistik Covid-19 wilayah Jawa Timur yang menjadi perantara

adanya bantuan mobil PCR tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

4Muhammad Ali, “Penelitian Kependidikan : Prosedur dan Strategi”, (Bandung: Angkasa, 1987), him.42

50 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), (Bandung: Alfabeta, thn 2012), him 326
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Data sekunder ialah sebuah data yang berbentuk secara tidak langsung
memberikan data kepada peneliti®l. Data sekunder bisa saja berbentuk dari
beberapa data seperti artikel ataupun berita yang sesuai dengan permasalahan.

Pada penelitian ini data sekundernya mengambil dari beberapa berita-berita
yang berisi tentang penjelasan baik dari Dr. Joni Wahyuhadi yang menjadi Gugus
Kuratif Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dengan pertimbangan
bahwa beliau yang mengerti tentang penjadwalan mobil PCR. Lalu penjelasan
pihak penerima bantuan mobil PCR yaitu Walikota Surabaya Tri Rismaharini serta

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data memiliki arti tentang penggunaan metode-metode
yang akan dilakukan peneliti untuk mencari sebuah data penelitian. Peneliti
menggunakan studi lapangan serta studi berita online untuk pengumpulan data, berikut
metode-metode yang digunakan:
a. Metode Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara secara langsung
berhadapan dengan pihak narasumber yang akan diwawancarai, adapun cara lain
untuk melakukan wawancara yang dilakukan ketika narasumber ingin menjawab
diwaktu yang lain dengan memberi draft pertanyaan terlebih dahulu. Dalam
penelitian kualitatif ini yang digunakan ialah wawancara dengan cara mendalam,

dimana peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau informan guna

51 Amirudin & zainal zaikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, thn 2003), him 30
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mendapatkan penjelasan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah
penelitian.

Ada dua bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara
tidak terstruktur yang bisa dilakukan dengan telepon ataupun dengan bertatap
muka. Pertama, wawancara terstruktur yang dilakukan ketika seorang peneliti
sudah mengerti tentang data yang akan diperoleh nanti ketika wawancara terjadi.
Karena itu peneliti sudah menuliskan sebuah pertanyaan secara tertulis dan juga
menyiapkan jawaban alternatif.>> Kedua, wawancara tidak terstruktur ini dilakukan
dengan tanpa adanya pedoman wawancara, artinya tanpa adanya draft pertanyaan
yang tersusun secara lengkap. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya
sebatas rumusan masalah yang ingin ditanyakan secara garis besar saja.>

Pada penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, pemilihan
ini dikarenakan dalam draft pertanyaan yang diajukan berisi garis besar
permasalahan. Wawancara ini juga termasuk wawancara mendalam, dimana dalam
proses untuk mendapatkan data kepada informan, peneliti serta informan terlibat
tanya jawab dan bertatap muka menggunakan atau tidak menggunakan pedoman
wawancara®. Alat yang digunakan peneliti dalam wawancara ini ialah buku
catatan, dan handphone. Hal itu dilakukan karena untuk keperluan mencatat semua

hasil tanya jawab saat wawancara berlangsung, semua alat yang digunakan peneliti

52 Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.138

53 bid,. him 140.
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dalam wawancara ini sudah atas izin dari pihak narasumber. Adapun pedoman
pertanyaan wawancara yang diajukan kepada narasumber ialah

1. Kronologi kejadian konflik bantuan mobil PCR

2. Penyebab adanya konflik dalam bantuan mobil PCR

3. Bentuk konflik yang terjadi antara Pemerintah Surabaya dengan

Pemerintah Jawa Timur
4. Resolusi yang diambil untuk menyelesaikan konflik yang terjadi
5. Langkah untuk menekan konflik agar tidak terulang kembali.
b. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi ialah sebuah cara guna memperoleh data atau informasi yang
berbentuk sebuah gambar maupun tulisan serta dapat juga berbentuk sebuah karya
yang tentunya sesuai dengan kejadian atau fenomena yang diteliti. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan untuk
memperoleh sebuah data yang relevan dengan masalah yang diteliti.>®

Beberapa data maupun fakta yang sesuai dengan permasalahan ini banyak
tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Bentuk-bentuk lain dari dokumentasi ialah
surat kabar, catatan, ataupun foto. Sifat dalam data dokumentasi ini ialah
terbatasnya penggunaan waktu serta ruang yang akan memberikan peneliti banyak
waktu untuk memperoleh data yang pernah terjadi dimasa lampau.®

Metode ini digunakan untuk tujuan mengumpulkan suatu data yang

sumbernya dari sebuah dokumen, surat kabar yang berhubungan dengan

>3 lbid,. him. 28.

%6 Juliansyah Noor, “Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya llmiah”, (Jakarta: Kencana Penanda
Media Group, 2012), him 141.
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permasalahan antara Pemerintah Surabaya dengan Pemerintah Jawa Timur
penggunaan mobil PCR. Menurut Nasution, menjelakan bahwa dokumentasi
adalah pengumpulan informasi atau data dengan cara berurutan, maksud dari
berurutan ialah pengambilan data dari sebuah catatan, atau administrasi yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian.®’

Hartinis menjelaskan bahwa metode dokumentasi ialah kegiatan mencari
data yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan tujuan peneliti,
dapat berbentuk buku, surat kabar, media berita dan lain sebagainya. Dalam sebuah
penelitian penerapan metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan
mengumpulkan sumber data yang akan dimanfaatkan untuk mengartikan data yang
diperoleh. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk
mengumpulkan data berupa surat kabar dari media sosial, ataupun foto-foto yang
berhubungan dengan permasalahan konflik antara Pemerintah Surabaya dengan

Pemerintah Jawa Timur dalam penggunaan mobil PCR.

6. Teknik Analisis Data
Pada penelitian kualitatif deskriptif ini data yang sudah dikumpulkan akan
dilakukan analisis data. Teknik analisis data ini maksudnya ialah suatu proses untuk
menemukan serta menyusun data dengan cara sistematis baik berupa data hasil ketika
melakukan wawancara, dan juga data dari hasil dokumentasi. Caranya ialah dengan

mengelompokkan serta menyusun ke dalam suatu kategori sehingga akan dipilih data

57 Nasution, “Metodologi Research Penelitian limiah”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), him. 143.
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mana saja yang dianggap penting lalu membuat suatu penyimpulan data sehingga
hasilnya akan mudah untuk dimengerti.>®

Karena penelitian ini berbentuk deskriptif maka analisis datanya ialah analisis
deskriptf. Arti dari analisis deskriptif adalah hasil analisis datanya akan berusaha
mendeskripsikan suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi sesuai dengan
permasalahannya. Dengan menggunakan cara deskriptif maka hasil deskripsinya akan
terpusat ke penjabaran terhadap suatu peristiwa atau juga kejadian permasalahan yang
diteliti.

Analisis ini dilakukan untuk memberikan batasan terhadap data temuan sehingga
menjadi tertata dan teratur. Data tersebut dikumpulkan melalui cara-cara dalam
pengumpulan data antara lain seperti wawancara dan dokumentasi yang tentunya akan
diolah kembali sebelum disajikan. Teknik analisis penelitian kualitatif deskriptif
terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu:

A. Reduksi Data.

Dalam tahap ini pengerjaannya mengerucutkan, memisahkan dari yang
tidak perlu agar mendapatkan pokok-pokok penemuan. Pokok-pokok
penemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hal-hal yang
penting agar seorang peneliti lebih mudah untuk mendapatkan sebuah
gambaran.®

Peneliti akan merangkum data yang diperoleh melalui hasil catatan

wawancara dan hasil data dokumentasi, baik berupa data primer maupun data

58 Sugiono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D”, (Bandung Alfabeta, 2015), him. 333.
59 Sugiono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D”, (Bandung Alfabeta, 2015), him. 247

56



sekunder tentang konflik antara Pemerintah Surabaya dengan Pemerintah Jawa
Timur dalam penggunaan mobil PCR di masa Pandemi Covid-19. Data yang
ada akan dikelompokkan serta diambil yang terpenting saja untuk memberikan
penjelasan mengenai gambaran peristiwa yang terjadi.
B. Penyajian Data

Pada tahap ini ialah melanjutkan dari hasil reduksi data pada tahap
sebelumnya. Pengertian dari penyajian data ini adalah tahap untuk melakukan
hubungan antar pengelompokkan data dalam bentuk uraian singkat, penyajian
data juga berbentuk sebuah susunan yang mempunyai kemungkinan untuk
disimpulkan, atau juga dapat diartikan tindakan penelaah data untuk
menghasikan data yang didapat dari berbagai sumber data. Penulisan pada
tahap penyajian data biasanya berbentuk teks naratif. Tujuan pada tahap
penyajian data ialah untuk mempermudah seorang peneliti untuk
mempersiapkan perencanaan terhadap data yang dikerjakan untuk ke dalam
tahap selanjutnya.®

Karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka bentuk
penyajian data berupa naratif yang ditulis dalam bentuk uraian singkat yang
akan menghubungkan sub bab yang berisi tentang permasalahan penggunaan
mobil PCR yang dialami oleh Pemerintah Surabaya dengan Pemerintah Jawa
Timur. Data-data tersebut tentunya diperoleh dari sumber data baik primer
maupun sekunder yaitu hasil wawancara serta data dokumentasi.

C. Kesimpulan

50 Sugiono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D”, (Bandung Alfabeta, 2015), him. 249
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Pengertian kesimpulan menurut Miles dan Huberman, tahap ini adalah
kesimpulan awal yang bersifat sementara sehingga jika tidak ada bukti lagi
untuk memperkuat suatu data maka akan berubah. Secara maksudnya ialah
kesimpulan awal ini ialah jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Karena
kesimpulan ini termasuk awal maka temuan datanya termasuk baru atau belum
pernah ada. Temuan data pada kesimpulan dapat berupa deskripsi suatu objek
penelitian yang mempunyai tujuan akan memperjelas gambaran tentang objek
yang diteliti.%

Dalam menganalisis data temuan peneliti menggunakan teori konflik dari
Simon Fisher. Teori tersebut akan menjawab permasalahan yang ingin diteliti
mulai dari teori yang menjelaskan kronologi konflik, lalu penyebab konflik
dapat disebabkan karena kesalahan informasi ataupun perbedaan kepentingan,
lalu pada teori bentuk pola konflik Fisher menjelaskan bahwa adanya konflik
laten dan manifest, maupun resolusi konflik yang menjelaskan tentang
penyelesaian konflik yang diambil oleh pihak yang terlibat untuk mengatasi
permasalahan.

Diatas sudah dijelaskan bahwa dari ketiga teknik analisis data diatas baik
ditulis dari reduksi data, lalu penyajian data serta yang terakhir kesimpulan.
Tiga tahap tersebut akan peneliti gunakan untuk menganalisis data yang didapat
melalui hasil wawancara serta hasil dokumentasi yang ditujukan untuk

menjawab rumusan masalah tentang Konflik Pemerintah Surabaya dengan

61 Sugiono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D”, (Bandung Alfabeta, 2015), him. 253
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Pemerintah Jawa Timur dalam Penggunaan Mobil PCR di masa Pandemi

Covid-19.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PENYAJIAN DATA
1. Gambaran Umum tentang Kota Surabaya
a. Sejarah singkat berdirinya Kota Surabaya

Berdirinya Kota Surabaya didasari dengan adanya cerita masyarakat yang
melegenda yaitu adanya pertempuran Sura dan Baya. Sura digambarkan dengan
ikan hiu serta Baya digambarkan dengan buaya, oleh sebab itu juga logo Kota
Surabaya identik dengan dua hewan tersebut.

Pada saat zaman kerajaan seperti temuan pada prasasti Trowulan I (Sekitar
tahun 1358M). Isi dari prasasti tersebut nama Kota Surabaya dulu yaitu Churabhaya
serta bentuk wilayah Surabaya masih berbentuk desa yang letaknya dekat dengan
sungai Brantas, dan juga menjadi wilayah yang penting untuk penyebrangan sungai
Brantas.

Adapun sejarah lain yang mengatakan tentang berdirinya Kota Surabaya ini.
Setelah kekalahan tantara Tar Tar, Raden Wilajaya memberikan Adipati
Jayengrono sebuah kraton di wilayah Ujung Galuh dan memberi kewenangan untuk
memimpin daerah tersebut. Dalam memimpin daerah tersebut Adipati Jayengrono
terlibat perkelahian hidup mati dengan Sawunggaling, perkelahian tersebut didasari
karena Adipati Jayengrono dianggap terlalu kuat tentunya nanti kekuatan tersebut

akan mengancam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Untuk menghadapi kekuatan
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Adipati Jayengrono, Sawunggaling menguasai kekuatan yaitu bernama kekuatan
Ilmu Sura.

Selama tujuh hari tujuh malam pertempuran itu terjadi secara tragis,
dikarenakan baik Adipati Jayengrono serta Sawunggaling meninggal keduanya,
penyebabnya tidak lain yaitu karena kehabisan tenaga. Letak perkelahian itu terjadi
wilayah Peneleh, daerah sekitar Kali Mas. Oleh Karena itu kata Surabaya memiliki
arti yaitu pertempuran darat dan air.

Dalam sebutan lainnya, Kota Surabaya mempunyai nama sebagai Kota
Pahlawan. Ini disebabkan karena adanya pertempuran 10 November 1945. Dengan
berbekal hanya menggunakan bambu runcing, dengan semangat mental yang tinggi
bisa melawan pasukan sekutu yang mempunyai teknologi perang yang canggih.
Dalam pertempuran ini banyak sekali menelan korban jiwa, khususnya para
pejuang arek-arek Suroboyo.

Sejarah Panjang yang dimiliki Kota Surabaya dari mulai awal berdirinya
sangat terikat dengan unsur Heroisme. Surabaya terdiri dari dua kata Sura artinya
Berani, lalu Baya artinya Berbahaya, tercermin oleh semangat berani para
masyarakat Surabaya dalam menghadapi semua bentuk bahaya. Tanggal 31 Mei
menjadi hari jadi Kota Surabaya karena pada tanggal tersebut tepat terjadinya
pertempuran antara Raden Wijaya dengan Pasukan Mongol di tahun 1293.

Dalam perihal perdagangan. Surabaya secara geografis diuntungkan karena
letaknya dipesisir pulau Jawa dan mempunyai sebuah Pelabuhan. Pelabuhan pada
saat itu menjadi gerbang utama di Masa Kerajaan Majapabhit, lalu berkembang pesat

menjadi salah satu Pelabuhan terpenting pada abad ke 14. Di masa Kolonial
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Belanda fungsi Pelabuhan di Surabaya sebagai Collecting Centers, dimana sebagai
jalur perdagangan hasil produksi perkebunan wilayah Ujung Timur pulau Jawa,
karena sangat berkembang pesat lajur perdagangan tersebut untuk perdagangan
ekspor sampai ke Eropa. ©2

Kota Surabaya juga mempunyai sebuah visi sebelum penjelasan tersebut,
mengenai pengertian visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah
kemampuan untuk melihat persoalan ke masa depan. Pengertian lain menjelaskan
bahwa visi adalah sebuah impian yang berupa kata-kata yang akan dicapai
seseorang di masa depan. Visi digunakan untuk menjadi sebuah tujuan yang akan
dicapai melalui sebuah penggambaran situasi saat itu. Ciri uniknya ialah visi
memiliki sebuah syarat, yaitu sebuah kalimat pencapaian tentang penggambaran
masa depan yang sesuai dengan keinginan.

Visi Kota Surabaya yaitu “Menuju Surabaya Lebih Baik sebagai Kota Jasa
dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan
Lingkungan. Garis besar visi Kota Surabaya ialah “Menuju Surabaya Lebih Baik”,
kata ini mempunyai sebuah arti yang tepat sebuah penggambaran dari suara rakyat
yang menginginkan adanya sebuah perubahan. Penduduk di daerah Kota Surabaya
termasuk dalam kota yang padat sehingga akan berdampak pula pada keinginan
untuk adanya perubahan di masyarakat, perubahan itu juga dikatakan sebagai
tuntutan untuk Pemerintah Kota Surabaya agar melakukan peningkatan terhadap

daya dukung sebagai kota metropolis, yang masyarakatnya juga akan mengalami

62 Surabaya https://surabaya.go.id/id/page/0/4758/sejarah-kota-
%09%09surabaya/#:~:text=Secara%20geografis%20Surabaya%20memang%?20diciptakan,Majapahit%20pada%?2
0abad%20ke%20%2D%2014. Diakses pada tanggal 12 Mei 2021
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sebuah dinamika sosial. Melakukan peningkatan terhadap kualitas lingkungan kota
Surabaya yang akan mendukung semua sumber daya masyarakatnya. Sektor
ekonomi yang juga akan berimbang dengan adanya struktur pengembangan
ekonomi di wilayah lokal kota Surabaya yang akan dapat bersaing di kancah
nasional maupun internasional. Melakukan reformasi birokrasi, sehingga akan
berdampak pada peningkatan kualitas, kapasitas, aksesibilitas terhadap pelayanan
publik akan menambah semangat partisipasi masyarakat, hal-hal itu yang menjadi
focus dalam tantangan Kota Surabaya saat ini.

Menuju Surabaya lebih baik juga merupakan bentuk pesan, maksudnya
dikaitkan dengan kondisi Kota Surabaya yang mengalami pengembangan menjadi
pusat budaya, politik serta ekonomi, tantangan tersebut menjadi salah satu pesan
untuk selalu mengikutii zaman. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kesiapan
Kota Surabaya untuk menjawab semua tantangan. Menjawabnya dengan sebuah
perkembangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kota Surabaya, jika
dijabarkan mengenai aspirasi masyarakat ialah sebuah kebutuhan, harapan, dan
keinginan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu maka kata-kata tersebut
digunakan sebagai pengingat bahwa itu sebagai bentuk pesan dari masyarakat Kota
Surabaya. Bentuk usaha kita ialah bekerja sekuat tenaga, dengan diimbangi
melakukan pemanfaatan terhadap berbagai sumber daya yang di miliki Kota
Surabaya untuk mewujudkan Kota Surabaya yang lebih baik. Pemerintahan Kota
Surabaya sudah bertekad untuk menanggapi sebuah pesan yang diterima dari
sebuah aspirasi lapisan masyarakat guna menuju kondisi Kota Surabaya yang lebih

baik dari sebelumnya
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Surabaya sebagai kota Jasa dan Perdagangan. Sektor ekonomi di Kota
Surabaya juag mengalami pengembangan yang berdasarkan aktivitas karakteristik
masyarakat Kota Surabaya sehingga menjadi kota jasa dan perdagangan. Hal itu
menjadikan Kota Surabaya sebagai tulang punggung dalam pembangunan yang
akan berguna untuk terwujudnya sebuah kesejahteraan secara merata tanpa
mengganggu bibit unggul sebuah sumber daya yang lainnya. Urusan perdagangan
juga dikhususkan untuk melakukan peningkatan terhadap sebuah produktifitas,
yang akan secara otomatis mendorong adanya pertumbuhan terhadap perekonomi
yang merata di suatu kota. Sebagai kota yang menginginkan sebuah peningkatan
sektor perekonomian baik urusan jasa maupun perdagangan maka dilakukan
sebuah peningkatan dalam urusan produktifitas sehingga akan meningkatkan pula
sebuah hasil dari segi kualitas yang akan diperdagangkan. Secara langsung maka
ekonomi di wilayah Kota Surabaya akan mengalami pertumbuhan yang merata baik
di pusat kota ataupun di pinggiran kota.

Surabaya sebagai kota cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan
lingkungan, dalam hal ini adanya peningkatan terhadap segi sumber daya manusia
serta kualitasnya, yang akan mempengaruhi sebuah peningkatan pembangunan
sumber daya manusia tersebut. Peningkatan ini berfokus pada sesuatu yang
universal sehingga akan tercipta sebuah peningkatan terhadap emosional dan juga
spiritual. Selain itu pada lingkup kesehatan masyarakat, tidak hanya mengurus
sebuah Kesehatan jasmani saja, melainkan untuk urusan kesehatan rohani dan

mental masyarakat Kota Surabaya.
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Pada proses pembangunan sumber daya manusia juga tidak terfokus satu
titik tetapi bersifat universal, sehingga para birokrat Pemerintah Kota Surabaya
akan mengalami peningkatan dari kapasitas maupun kualitas sehingga terciptanya
kota yang memanusiakan manusia. Para birokrat Pemerintah Kota Surabaya akan
dituntut untuk selalu berperilaku bermartabat yang menjadikan sebuah kepentingan
masyarakat berada pada posisi yang diatas daripada kepentingan pribadi. Dalam
pembangunan ekonomi bukan hanya terfokus pada instruktur yang berbentuk
sarana ataupun prasarana untuk warga Kota Surabaya tetapi pembangunan tersebut
juga akan menghadirkan kenyaman bagi kelayakan hunia untuk warga Kota
Surabaya yang memiliki fasilitas moder namun tanpa mengurangi suasana budaya
dan tradisi lokal Surabaya. Hal ini sebagai bentuk bahwa Kota Surabaya memiliki
suatu kebudayaan dan tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan meskipun adanya
perubahan zaman.

Lalu untuk misi Kota Surabaya, pengertian misi adalah suatu hal yang
berkewajiban untuk dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi baik lingkup
pemerintahan juga lingkup masyarakat. Beberapa misi Kota Surabaya sebagai
berikut:

1. Misi untuk CERDAS, maksudnya ialah membangun sebuah kota untuk
meningkatkan sumber daya manusia guna menjadikan manusia yang tinggi
kualitas intelektual, ketrampilan, mental-spiritnya, dan sehat

2. Misi untuk MANUSIAWI, artinya menjunjung tinggi nilai untuk penguatan

kualitas pelayanan publik, aksesibilitas, serta kapasitas. Tak lupa juga
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peningkayan reformasi birokrasi, dan sumber daya kota untuk kemakmuran
warga.

3. Misi untuk BERMARTABAT, pada hal ini pembangunan akan berfokus pada
ekonomi yang akan meningkatkan perluasan akses, guna peningkatan daya
kreatifitas serta peningkatan karya warga untuk mendukung ekonomi local
yang akan mampu bersaing pada wilayah regional maupun internasional.

4. Misi untuk BERWAWASAN LINGKUNGAN, disini mengutamakan adanya
pembangunan untuk infrastruktur sebuah kota sehinga menjadikan kota
Surabaya sebagai tempat yang layak huni secara merata.

b. Letak Geografis Kota Surabaya

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya terletak antara 7° 9'-
7° 21" Lintang Selatan dan 112° 36" — 112° 54’ Bujur Timur. Wilayah Kota
Surabaya juga berada di pantai utara bagian tepian dekat dengan laut provinsi Jawa
Timur. Sebelah Utara dan Timur wilayah Kota Surabaya berdekatan dengan Pulau
Madura yang dipisahkan oleh Selat Madura. Sedangkan wilayah Kota Surabaya
sebelah barat berdekatan dengan Kabupaten Gresik lalu di sebelah selatan
berdekatan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Wilayah Kota Surabaya mempunyai luas sebesar 52.087 Hektar, terdiri dari
dua bagian yaitu bagian daratan sebesar 33.048 Hektar atau sekitar 63,45% wilayah
total keseluruhan Kota Surabaya, sedangkan bagian lautan sebesar 19.039 Hektar
atau sekitar 36,55% dari wilayah total Kota Surabaya. Dalam hal Topografi, sebesar
80% wilayah Kota Surabaya berbentuk dataran rendah yang mempunyai ketinggian

sekitar 25-50 mdpl. Adapun 4 jenis batuan yang ada di Surabaya seperti tanah liat
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dan sebagainya. Untuk jenis tanah di Kota Surabaya berupa tanah alluvial,
sedangkan lainnya jenis tanah yang mempunyai kadar kapur yang cukup tinggi.
Musim di Kota Surabaya sama seperti kota-kota lainnya yaitu hujan dan
kemarau. Untuk musim hujan terjadi sekitar bulan November sampai dengan bulan
April, bulan sebaliknya merupakan musim kemarau yaitu terjadi sekitar bulan Mei
sampai pada bulan Okober. Musim hujan di Kota Surabaya mempunyai curah hujan
dengan rata-rata 172 mm temperatur suhu wilayah sekitar minimal 25° C dan
maksimal 30° C. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Surabaya mempunyai hilir
wilayah sungai Brantas yang akan bermuara ke Selat Madura. Sungai-sungai di
Kota Surabaya mempunyai kegunaan yaitu sebagai penyaluran air hujan untuk
menangkal banjir, seperti Kali Surabaya dengan rata2 = 26,70 m3/detik lalu Kali
Mas dengan rata2 = 6,26 m3/detik sedangkan Kali Jagir dengan rata2 = 7,06
m3/detik. Kota Surabaya termasuk daerah hilir aliran sungai, sehingga sering
terjadinya banjir ketika masuk musim hujan karena termasuk daerah limpahan debit
air dari sungai-sungai hulu. Urusan administrasi pemerintahan, Walikota sebagai
kepala wilayah Kota Surabaya yang tentunya mengelola administrasi wilayah-
wilayah kecilnya seperti kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat lalu turun
ke daerah Kelurahan dan yang terakhir RW maupun RT. Kecamatan di Wilayah
Kota Surabaya sendiri sebanyak 31 Kecamatan, 160 Kelurahan, 1405 Rukun Warga
(RW), 9.271 Rukun Tetangga (RT). Total penduduk sesuai dengan hasil sensus

pada tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Surabaya sebanyak 2.874.314 jiwa.®

83 Surabaya http://dpm-
ptsp.surabaya.go.id/v3/pages/geografis#:~:text=Kota%20Surabaya%20sebagai%20ibukota%20Provinsi,di%20seb

elah%20Selatan%20dan%20Kabupaten Diakses pada tanggal 12 Mei 2021
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2. Gambaran Umum tentang Provinsi Jawa Timur
a. Sejarah singkat berdirinya Provinsi Jawa Timur

Berdirinya Provinsi Jawa Timur ialah bentuk nyata dari sebuah proses
negara khususnya dalam pembentukan struktur pemerintahan. Dari sumber
epigrafis (biasanya berbentuk prasasti) dinoyo atau yang biasa disebut batu tertulis
prasasti Dinoyo, ditemukan bahwa pada tahun 760 abad V111 sudah muncuk suatu
tatanan pemerinthan, bentuk tatanan pemerintahannya ialah Kerajaan Kanjuruhan
di daerah Malang.

Jawa Timur mulai menapaki sebuah fase baru dimulai pada abad X. daerah
yang semula hanya sebagai daerah pinggiran wilayah Kerajaan Mataram Kuno di
bagian Jawa Tengah lambat laun menjadikan daerah Jawa Timur menjadi pusatnya
berbagai kerajaan-kerajaan dari mulai Kerajaan Medang (937-1017), lalu Kerajaan
Daha-Janggala (1080-1222), kemudian Kerajaan Singasari (1222-1292), serta
Kerajaan Majapahit (1293-1527).

Salah satu tokoh dalam sejarah provinsi Jawa Timur ialah Mpu Sendok.
Seperti adanya sistem struktur pemerintahan mulai dari Kraton (sebagai Pemerintah
Pusat), Watek (Sebagai daerahnya), Wanu (sebagai desanya), semua itu ialah
bentuk jasa dari Mpu Sendok. Sistem struktur pemerintahan tersebut dipakai
sampai Kerajaan Singasari.

Adanya struktur pemerintahan baru di wilayah Jawa Timur terjadi sekitar
abad XIII. Adanya struktur Nagara (yang disebut Provinsi). Sesuai dengan temuan

di prasasti Mulamalurung tahun 1255 memberikan tambahan bahwa adanya
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struktur pemerintahan Nagara sebagai sebuah Provinsi setelah adanya Kraton
(Pusat Pemerintahan).

Susunan pemerintahan kembali disempurnakan, di Kerajaan Majapahit
adanya Kabuyutan (Sebagai Dusun). Penempatan Kabuyutan pada pemerintahan
ialah berada dibawah sendiri setelah Wanu (Desa). Kelanjutan perkembangan
sistem pemerintahan ini terjadi di masa Kerajaan Mataram (1582-1755) adanya
wilayah pesisir yaitu wilayah yang berada diujung pulau berdekatan dengan laut
lepas, sehingga pada masa Kerajaan Mataram wilayah Jawa Timur muncul
beberapa wilayah seperti Pesisir Wetan (Ujung Jawa Timur) dan Mancanagara
Wetan (wilayah pedalaman Jawa Timur atau wilayah selain pesisir).

Lambat laun sekitar tahun 1743 masuknya negara asing yang menyebabkan
terjadinya perang sehingga wilayah pesisir utara Jawa Timur serta Pulau Madura
seluruhnya diambil alih oleh mereka. Setelah selesai pertempuran Perang
Diponegoro sekitar tahun 1830 wilayah Jawa Timur diambil alih oleh pemerintahan
Belanda. Dibawah pemerintahan Belanda, mereka menggunakan aturan VOC yang
menerapkan politik imperialism modern di wilayah Jawa Timur yang dalam Bahasa
Belanda yaitu “Provincient van Oost Java” artinya Pemerintahan Provinsi Jawa
Timur. Sehingga akibatnya sistem pemerintahan sekarang tidak jauh berbeda
dengan sistem pemerintahan peninggalan masa penjajahan dulu.

Zaman  penjajahan  selesai  Proklamasi  Kemerdekaan  sudah
dikumandangkan oleh Negara Indonesia. Pemerintah Indonesiapun menyiapkan
penataan negara Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang terbentuknya

Provinsi-provinsi di Negara Indonesia dan juga penentuan para Gubernurnya,
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pembentukan provinsi serta pemilihan gubernur tersebut dilakukan oleh PPKI pada
tanggal 19 Agustus 1945. Gubernur Jawa Timur untuk pertama kalinya ialah R.M. T
Soeryo yang dilantik pada tanggal 5 September 1945. Soeryo pada saat itu menjabat
sebagai residen Bojonegoro sehingga beliau diselesaikan tugasnya pada tanggal 11
Oktober 1945 lalu berpindah ke Surabaya pada tanggal 12 Okrober 1945. Oleh
karena sejarah perpindahan tersebut maka tanggal 12 Oktober dijadikan sebagai
Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor
6 Tahun 2007.%4

Adapun visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu terwujudnya sebuah
masyarakat wilayah Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan mempunyai
akhlak dengan bentuk tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui
bentuk bukti kerja bersama serta memiliki semangat gotong royong

Dan misi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur ialah mewujudkan
keseimbangan pembangunan ekonomi yang merata antar daerah satu dengan
daerah lain. Terwujudnya kesejahteraan yang menjunjung tinggi keadilan sosial,
seperti terpenuhnya sebuah kebutuhan dasar manusia mulai dari lapangan
pekerjaan, pendidikan serta kesehatan. Membangun pengelolaan pemerintah yang
bersifat bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris. Melakukan pembangunan dengan
prinsip gotong royong, juga memiliki wawasan lingkungan guna terbentuknya
keseimbangan pada ruang sosial, ekologi, budaya, dan ekonomi.

b. Letak Geografis Provinsi Jawa Timur

54 Pemprov Jatim https://jatimprov.go.id/read/profil/sejarah-singkat-provinsi-jawa-timur Diakses pada tanggal 15

Mei 2021
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Geografis provinsi Jawa Timur berada di antara 111°0 Bujur Timur —
114°4’ Bujur Timur dan 7°12'Lintang Selatan — 8°48’Lintang Selatan. Mempunyai
wilayah dengan luas 47.963 km? yaitu wilayah Jawa Timur dan juga Kepulauan
Madura. Daratan Jawa Timur seluas 42.541 km2, sedangkan untuk kepulauan
Madura memiliki wilayah seluas 5.422 km2. Untuk jumlah penduduk pada tahun
2020 sebanyak 40,67 Juta jiwa.

Provinsi Jawa Timur mempunyai ibukota provinsi yaitu Kota Surabaya.
Jawa Timur juga mempunyai 29 Kabupaten dan 9 Kota dan menjadikan wilayah
Provinsi Jawa Timur mendapatkan sebutan wilayah Provinsi yang paling banyak
mempunyai wilayah Kabupaten dan Kota di negara Indonesia. Struktur
Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dimulai dari 11 biro dan juga secretariat DPRD
Jawa Timur, lalu 20 Dinas terkait pelaksanaan pemerintahan daerah.

Jawa Timur mempunyai keunggulan di bagian industri dan juga
perdagangan, karena dihimpit oleh daerah yang besar yaitu Provinsi Jawa Tengah
dan juga Provinsi Bali. Penduduk di wilayah Jawa Timur mayoritas ialah dari Suku
Jawa, Adapun juga suku Madura. Dalam urusan agama mayoritas menganut islam,
sebagian kecilnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, maupun Budha.

Adapun kesenian asli dari wilayah Jawa Timur ialah Reog Ponorogo, Tari
Remo. Dalam seni teater Jawa Timur mempunyai Ludruk yang dikenal luas sampai
mendunia. Tradisi lainnya seperti Karapan Sapi yang berasal dari kebudayaan

Madura. Slogan kebanggaan masyarakat Jawa Timur adalah ‘Jer Basuki Mawa
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Beya” yang memiliki arti jika ingin mencapai sesuatu maka dibutuhkan
pengorbanan yang tinggi.%

3. Gambaran Umum tentang Penyebaran Pertama Kali Covid-19 di Provinsi
Jawa Timur dan di Kota Surabaya

Jika kasus pertama Covid-19 yang ditemukan pada wilayah Indonesia terjadi

pada tanggal 2 Maret 2020 di daerah Depok, Jawa Barat. Sedangkan Covid-19 ini
masuk ke wilayah Provinsi Jawa Timur pertama kali terdeteksi pada tanggal 17
Maret 2020. Sebanyak 6 kasus positif Covid-19 pertama Provinsi Jawa Timur,
Seluruh pasien yang positif Virus Covid-19 ini berasal dari Kota Surabaya dan saat
itu juga dirawat di Rumah Sakit Unair keenam pasien tersebut.

Sesuai penjelasan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa

“Enam pasien dari Surabaya. Dan kebetulan semua dari enam pasien tersebut
dari rumah sakit yang ada di Surabaya juga.”

Setelah enam pasien positif pertama dari kota Surabaya ini langsung merambah
ke Kabupaten/Kota lainnya. Tercatat munculnya klaster-klaster Covid-19, seperti
Klaster pasar, lalu klaster mal hingga klaster keluarga. Salah satu klaster lain yaitu
Klaster pabrik PT Sampoerna, adapun sebanyak dua karyawan positif Covid-19

pabrik tersebut meninggal dunia pada 14 April 2020.

8Pemprov Jatim http://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-
timur#:~:text=Provinsi%20Jawa%20Timur%?20secara%20geografis,yang%20meliputi%20dua%20bagian%20uta
ma. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021
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Sejak Covid-19 ini masuk di wilayah Jawa Timur pada awal bulan Maret 2020,

baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Surabaya melaporkan

setiap hari perkembangan tentang Covid-19.

Seperti ini laju peningkatan Covid-19 dalam tiga bulan pertama di wilayah

Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya

Sumber: (Twitter: @JatimPemprov)

31 Maret 2020 30 April 9 Mei 2020
ODP 6.565 19.304 20.608
PDP 420 3.065 3.645
Confirm 93 951 1.220

Peta sebaran Jawa Timur Confirm Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020

Kota Surabaya 41 kasus
Kabupaten Sidoarjo 10 kasus
Kabupaten Magetan 9 kasus
Kabupaten Malang 5 kasus
Kabupaten Situbondo 5 kasus
Kota Malang 4 kasus
Kabupaten Gresik 3 kasus
Kabupaten Lumajang 3 kasus
Kabupaten Kediri 2 kasus
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Kabupaten Jember 2 kasus
Kota Blitar 1 kasus
Kota Batu 1 kasus
Kabupaten Blitar 1 kasus
Kota Kediri 1 kasus
Kabupaten Tulungagung 1 kasus
Kabupaten Banyuwangi 1 kasus
Kabupaten Pamekasan 1 kasus
Kabupaten Jombang 1 kasus
Kabupaten Madiun 1 kasus

Peta sebaran Jawa Timur Confrim Covid-19 pada tanggal 30 April 2020

Kota Surabaya 85 kasus
Kabupaten Sidoarjo 18 kasus
Kabupaten Magetan 21 kasus
Kabupaten Malang 7 kasus
Kabupaten Situbondo 5 kasus
Kota Malang 5 kasus
Kabupaten Gresik 5 kasus
Kabupaten Lumajang 4 kasus
Kabupaten Kediri 2 kasus
Kabupaten Jember 2 kasus
Kota Blitar 1 kasus




Kota Batu 1 kasus
Kabupaten Blitar 1 kasus
Kota Kediri 1 kasus
Kabupaten Tulungagung 1 kasus
Kabupaten Banyuwangi 1 kasus
Kabupaten Pamekasan 1 kasus
Kabupaten Jombang 1 kasus
Kabupaten Madiun 1 kasus
Kabupaten Ngawi 1 kasus
Kabupaten Bangkalan 1 kasus
Kabupaten Lamongan 4 kasus
Kabupaten Probolinggo 1 kasus
Kabupaten Sumenep 1 kasus
Kabupaten Pasuruan 1 kasus

Peta sebaran Jawa Timur Confrim Covid-19 pada tanggal 9 Mei 2020

Kota Surabaya 667 kasus
Kabupaten Sidoarjo 170 kasus
Kabupaten Magetan 50 kasus
Kabupaten Malang 44 kasus
Kabupaten Situbondo 12 kasus
Kota Malang 22 kasus
Kabupaten Gresik 37 kasus
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Kabupaten Lumajang

27 kasus

Kabupaten Kediri 29 kasus
Kabupaten Jember 14 kasus
Kota Blitar 1 kasus

Kota Batu 5 kasus

Kabupaten Blitar 8 kasus

Kota Kediri 10 kasus
Kabupaten Tulungagung 32 kasus
Kabupaten Banyuwangi 4 kasus

Kabupaten Pamekasan 10 kasus
Kabupaten Jombang 11 kasus
Kabupaten Madiun 13 kasus
Kabupaten Ngawi 6 kasus

Kabupaten Bangkalan 19 kasus
Kabupaten Lamongan 51 kasus
Kabupaten Probolinggo 24 kasus
Kabupaten Sumenep 5 kasus

Kabupaten Pasuruan 40 kasus
Kabupaten Bojonegoro 15 kasus
Kabupaten Nganjuk 14 kasus
Kabupaten Ponorogo 12 kasus
Kota Pasuruan 10 kasus
Kota Probolinggo 10 kasus
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Kabupaten Tuban 9 kasus
Kabupaten Mojokerto 8 kasus
Kabupaten Pacitan 7 kasus
Kabupaten Bondowoso 6 kasus
Kota Mojokerto 3 kasus
Kabupaten Trenggalek 3 kasus
Kota Madiun 1 kasus

Sumber: (https://lawancovid-19.surabaya.go.id/)

24 Maret 2020 30 April 2020 6 Mei 2020
ODP 128 903 2.825
PDP 8 745 1.354
Confirm 3 438 586

Peta sebaran Surabaya confirm Covid-19 pada tanggal 24 Maret 2020

Surabaya Barat 5 orang
Surabaya Pusat 1 orang
Surabaya Timur 8 orang
Surabaya Utara 3 orang
Surabaya Selatan 14 orang
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Peta sebaran Surabaya confirm Covid-19 pada tanggal 6 Mei 2020

Surabaya Barat 73 orang
Surabaya Pusat 67 orang
Surabaya Timur 213 orang
Surabaya Utara 117 orang
Surabaya Selatan 116 orang

Peta sebaran Surabaya confirm Covid-19 pada tanggal 30 April 2020

Surabaya Barat 61 orang
Surabaya Pusat 58 orang
Surabaya Timur 123 orang
Surabaya Utara 101 orang
Surabaya Selatan 95 orang

Dalam lanjutan penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Timur adanya lonjakan
kasus tinggi, ini terjadi di Kota Surabaya pada bulan Juni 2020. Pada peta penyebaran
Covid-19 Provinsi Jawa Timur terlihat Kota Surabaya masuk kedalam zona hitam,
terbukti pada tanggal 2 Juni 2020 Kota Surabaya memiliki kasus confirm Covid-19

sebanyak 2.748.%

66 Tim Cek Fakta https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/04/104009665/klarifikasi-penjelasan-zona-hitam-
surabaya-bukan-hitam-tetapi-merah-tua?page=all diakses pada 15 Juni 2021
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Dari total 2.748 ini, sebanyak 2.650 dari warga Kota Surabaya dan sisanya
sebanyak 98 dari warga luar Kota Surabaya. Pasien dalam perawatan yang sudah
confirm Covid-19 ini sebanyak 2.195. Adapun penambahan pasien yang sudah sembuh
dari Covid-19 di Kota Surabaya sebanyak 283 dari Kota Surabaya dan 17 lainnya dari
luar Kota Surabaya. Untuk pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 mengalami
penambahan yaitu 247 dari warga Kota Surabaya dan 6 dari warga luar Kota Surabaya.

Dalam bulan itu adanya jumlah pasien dalam pengawasan dengan total 3.083
pasien, rinciannya yang masih dalam pengawasan sebanyak 1.934 pasien, pasien PDP
yang sudah sembuh mencapai 1.146 dan pasien PDP yang meninggal dunia berjumlah
3. Untuk orang dalam pengawasan dengan total sebanyak 3.771 orang, dengan rincian
yang masih mengalami pemantauan sebanyak 529 orang, dan sisanya orang yang sudah
selesai di pantau sebanyak 3.242 orang. Pada saat itu juga wilayah Kota Surabaya yang
mempunyai kasus positif Covid--19 terbanyak dimiliki oleh Surabaya Timur yaitu
dengan total kasus 932 pasien, lalu untuk wilayah Surabaya Selatan mencapai 559
pasien, dan terakhir Surabaya Utara dengan kasus 534 pasien.

Menurut Dicky Budiman, seorang ahli epidemiolog asal Universitas Griffith
Australia. Zona tersebut bisa dikatakan sebagai zona yang bahaya karena sudah lebih
dari 2000 kasus positif, lalu penjelasan tentang warna zona tersebut bukanlah hitam
tetapi hanya merah saja karena kasus di Kota Surabaya mencapai lebih dari 2000 kasus.

Hal itu sempat dipertanyakan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya tentang
penetapan zona hitam terhadap Kota Surabaya tersebut, M Fikser yang saat itu menjabat

Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya
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menanyakan tentang alasan mengapa Kota Surabaya ditetapkan masuk ke dalam zona
hitam.

Penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur terjawab oleh Gubernur
Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, beliau menjelaskan bahwa warna pada
penetapan zona tersebut bukanlah hitam melainkan merah tua, beliau menambahkan
bahwa seperti di Kabupaten Sidoarjo punya kasus positifnya sebanyak 500 kasus
membuat daerah tersebut masuk kedalam zona merah, tetapi jika kasus positif sekitar
2000 kasus seperti di Kota Surabaya masuk kedalam zona merah tua.

Salah satu penyebab adanya peningkatan kasus confirm Covid-19 di Kota Surabaya
adalah rendahnya penerapan PSBB, seperti penjelasan Windhu Purnomo seorang ahli
epidemiologi Universitas Airlangga. Kurangnya pemerintah untuk mengontrol perilaku
masyarakat Surabaya, PSBB yang berlaku pada 28 April 2020 tersebut hanya sebatas
pengecekan di perbatasan kota saja, tetapi masih kurang untuk penertiban didalam kota.
Oleh sebab itu masih adanya peningkatan kasus confirm Covid-19 yang tinggi di dalam
Kota Surabaya.®’

Usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya guna menekan laju
lonjakan kasus Covid-19 di Surabaya pada saat itu adalah melakukan pelacakan serta
pemetaan. Penjelasan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yaitu adanya tracing yang
akan memetakan suatu wilayah tersebut, dari pemetaan itu akan dihasilkan siapa saja
orang-orang yang bertemu dengan orang yang terkonfirmasi Covid-19 ini sehingga baik

keluarga maupun orang yang bertemu akan dipetakan.

57 Liza Tambunan https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52905012 Diakses pada tanggal 15 Juni 2021
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Setelah dipetakan, dokter akan menemuinya untuk segera melakukan pemeriksaan,
hasil dari pemeriksaan tersebut jika dikategorikan adanya konfirmasi positif Covid
dengan gejala yang berat akan dimasukkan ke rumah sakit terlebih dahulu, tetapi jika
tidak bergejala berat maka diperbolehkan langsung ke AsramaHaji Sukolilo untuk
melakukan isolasi.

Namun ada juga beberapa masyarakat yang memang tidak terkonfirmasi positif
Covid-19 maka dianjurkan untuk melaksanakan penerapan isolasi mandiri di rumah
masing-masing. Pada saat melakukan penerapan itu, pihak Pemerintah Kota Surabaya
akan mengontrol makanan mereka agar masyarakat yang melakukan isolasi mandiri
tetap di dalam rumah. Satu hari akan dikirim 3kali makan, seperti telur, jamu, dan juga
pemberian vitamin.®®

Selain itu juga Walikota Surabaya juga sedang gencar-gencarnya melakukan tes
rapid massal dan tes swab massal. Hal ini bertujuan untuk dapat melacak masyarakat
yang terkonfirmasi Covid-19 agar segera disesmbuhkan.

4. Gambaran Umum tentang Kronologi Konflik Mobil PCR yang dialami oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Fisher menjelaskan, bahwa dalam mengungkapkan sebuah kronologi kejadian
konflik dapat dijadikan sebagai urutan peristiwa yang terjadi pada saat itu, shingga bisa
diartikan bahwa kronologi konflik menjadi suatu alat bantu yang digunakan sebagai
penunjuk sejarah (bisa dimulai dari tahun, bulan, atatupun hari) yang dijelaskan sesuai

urutannya. Hal ini dapat disebut sebagai starting point (awal permulaan) untuk

68 CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603085116-20-509281/zona-hitam-surabaya-dan-
siasat-risma-akhiri-corona diakses pada tanggal 15 Juni 2021

81


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603085116-20-509281/zona-hitam-surabaya-dan-siasat-risma-akhiri-corona
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603085116-20-509281/zona-hitam-surabaya-dan-siasat-risma-akhiri-corona

mengungkapkan konflik yang terjadi karena adanya interpretasi beberapa pihak yang
terlibat.®

Awal kejadian konflik ini bermula pada saat pandemi Covid-19 mulai memasuki
wilayah Provinsi Jawa Timur. Terkhusus di wilayah Kota Surabaya menjadi kota yang
punya penyebaran kasus Covid-19 yang tinggi. Oleh karena itu dalam penyelesaiannya,
bantuan berupa mobil PCR dari Pemerintah Pusat didatangkan agar dapat membantu
untuk membaca para pasien yang terkena Covid-19 dengan cepat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya membuat surat permohonan mengenai
dukungan untuk penegakan diagnosis Covid-19, dalam surat itu berisi tentang
pengajuan bantuan mobil PCR karena didasari kemampuan laboratorium yang ada di
Jawa Timur. Khofifah Indar Parawansapun sudah berkoordinasi bersama Pangdam
V/Brawijaya TNI Widodo irsyansyah untuk berkomunikasi dengan ketua BNPB Letjen
TNI Doni Monardo. Hasil komunikasi tersebut menyampaikan bahwa Kalaksa BPBD
Jawa Timur melakukan komunikasi lanjutan kepada Dody Ruswandi sebagai Deputi
Bidang Kedaruratan BNPB

Hal itu dibenarkan oleh Kemal Farug yang menjabat sebagai Kasubag Umum

BPBD Jatim, beliau menjelaskan:

%9 Fisher dalam Zainatul Hikmah Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura
Dalam Perspektif Sosiologis-Hukum (Studi Kasus Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan,
Provinsi Jawa Timur). (Bogor: Manajemen Bisnis nan Ekonomi Perikanan-Kelautan Fakultas Perikanan nan limu
Kelautan Institut Pertanian Bogor 2008). HIm 8
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“Memang pada tanggal 11 Mei 2020 pihak Jatim sudah berkirim surat ke pusat
untuk permohonan bantuan mobil PCR terlebih dahulu, lalu kemudian pemkot
Surabaya”’°

Pada tanggal 22 Mei 2020, Risma selaku Walikota Surabaya mengirimkan surat
kepada BPBD Jatim Untuk pengajuan permohonan bantuan tes swab mobil PCR
sebanyak 2 unit mobil. Dari beberapa pengajuan permohonan tersebut maka Gugus
Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur membuat jadwal pengoperasian Mobil PCR
pada tanggal 27-29 Mei 2020. Dari surat tersebut akhirnya terjadwalkan pada tanggal
27 mei 2020 sebanyak 2 unit bantuan mobil PCR untuk beroperasi di Surabaya, 1 Unit
di tempatkan di RS Unair mengerjakan 100 sampel dan pada malam hari dating 1 unit
tambahan mobil PCR ditempatkan di RS Asrama Haji. Seperti yang dijelaskan oleh Dr.

Joni Wahyuadi selaku Ketua Gugus Kuratif Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim:

“Pada hari pertama penempatan mobil di Unair, karena untuk membantu alat PCR
yang sedang mengalami masalah. Lalu ke RSU haji. Selanjutnya ke Sidoarjo karena
sudah menunggu, intinya wilayah yang lain juga banyak yang meminta.”"*

Hari kedua yaitu pada tanggal 28 mei 2020, penempatan 1 unit mobil PCR di
wilayah Sidoarjo. Sekitar 108 sampel diidentifikasi di RSUD Sidoarjo. Kemudian 1
unit mobil PCR lainnya ditempatkan di RSU Haji untuk melakukan lanjutan

identifikasi sampel sisa 90 sampel kemudian bertambah pengerjaan sampel baru sekitar

70 Wawancara dengan Kemal Faruq, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur. Pada
tanggal 27 April 2021

"Faig Azmi Detik News https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5034152/penjelasan-gugus-tugas-jatim-soal-
mobil-pcr-yang-dipertanyakan-risma diakses pada tanggal 8 Juni 2021
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100 sampel, sehingga total pengerjaan di hari kedua itu 190 sampel untuk unit mobil
PCR di RSU Haji.

Lalu di hari ketiga, yaitu pada tanggal 29 mei 2020, 2 unit bantuan mobil PCR itu
ditempatkan di wilayah Tulungagung dan Lamongan. Penempatannya yaitu 1 unit di
RSUD Tulungagung yang beroperasi mengerjakan 200 sampel dan di RSUD
Lamongan yang mengerjakan 100 sampel sehingga totalnya 300 sampel di hari itu.

Disini konflik mulai terjadi, pihak walikota Surabaya menyanyangkan karena
mobil yang seharusnya beroperasi di wilayah kota Surabaya malah dialihkan ke
Tulungagung dan Lamongan. Risma sampai menyatakan bahwa Doni Munardo selaku
Ketua Satgas Covid-19 pusat sudah melakukan perjanjian untuk memprioritaskan Kota
Surabaya untuk menerima bantuan karena pada saat itu kondisi wilayah Kota Surabaya

memiliki jumlah terbanyak positif Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

“Ini teman-teman lihat saja sendiri ya, saya sudah memohon dengan pak Doni ini
buktinya, jadi saya sendiri yang memohon dengan beliau.”"?

Menanggapi hal tersebut pihak Pemerintah Provinsipun mengklaim bahwa pihak
Pemprov yang terlebih dahulu untuk meminta bantuan mobil PCR tersebut. Akhirnya
konflik saling klaimpun terjadi pada saat itu. Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas
Penanganan Percepatan Covid-19, Suban Wahyudiono yang juga menjabat sebagali
Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur pun

menjawab

72 Tim CNN https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200530075357-20-508157/kronologi-kisruh-mobil-pcr-
antara-risma-dan-pemprov-jatim diakses pada tanggal 8 Juni 2021
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“Kami mengirim surat permohonan tentang bantuan percepatan diagnosis Covid-
19 ini ke pusat pada tanggal 11 Mei 2020”
Senada dengan penjelasan tersebut Kasubag Umum Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Kemal Farug menjelaskan

“Tidak ada yang menyerobot dan yang diserobot, karena provinsi sudah
mengajukan terlebih dahulu maka dijadwalkan seperti itu, lalu beberapa hari kemudian
pemkot ikut mengajukan juga.””®

Suban menjelaskan bahwa Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jatim tidak
mengalihkan bantuan mobil PCR tersebut, karena memang provinsi terlebih dahulu

dalam mengajukan permohonan tersebut ke Gugus Tugas Pusat. Melanjutkan

penjelasan dari suban tersebut

“Ibu Walikota juga mengirim surat kepada saya untuk permohonan bantuan mobil
PCR pada tanggal 22 Mei. Padahal bantuan mobil PCR itu datang pada tanggal 27 Mei,
jadi surat dari Walikota Surabaya tersebut belum dijawab karena bantuan mobil PCR

itu langsung beroperasi”’*

Ketua Gugus Kuratif Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Dr. Joni

Wahyuhadi menjawab agar menjadi jelas permasalahan yang terjadi

“Kemarin (tanggal 28 Mei 2020) pihak staff dari Bu Feny (Kadinkes Surabaya),
pihak staff tersebut bernama bu Deni tidak meminta untuk menggunakan mobil
(bantuan Mobil PCR) di wilayah Kota Surabaya, baik acaranya maupun berapa sampel
yang diperiksa. Pada kondisi wilayah lain sudah antri seperti di wilayah Tulungagung

73 Wawancara dengan Kemal Faruq, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
pada tanggal 27 April 2021

74 Andi Nur Aminah https://republika.co.id/berita/gb4jks384/ini-kronologi-bantuan-mobil-pcr-bnpb-yang-
dipersoalkan-risma diakses pada tanggal 8 Juni 2021
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dan Lamongan yang meminta untuk menggunakan bantuan tersebut dan acaranya pun
jelas. Lalu pagi tadi (tanggal 29 Mei 2020) Bu Feny mendadak menelpon meminta
mobil harus ada di Surabaya padahal mobil sudah berada ditengah jalan menuju
Lamongan dan Tulungagung.””

Menurutnya mobil PCR untuk tanggal 29 Mei 2020 beroperasi di Lamongan, yang
beroperasi untuk mengerjakan banyak sampel. Memang kapasitas mobil PCR bisa
mengerjakan sekitar 600 sampel tetapi jika dipaksakan semuanya maka akan
membebani petugas yang bekerja, karena sekitar tiga jam dapat menyelesaikan 25
sampel. Oleh karena itu mobil PCR tersebut dibagi juga untuk wilayah yang lainnya,
karena tujuan adanya bantuan mobil PCR ini untuk wilayah Jawa Timur agar
keseluruhan dapat terkonfirmasi tes swabnya.

Gubernur Jawa Timur menjelaskan alasan penempatan mobil PCR diluar Surabaya,

salah satunya penempatan mobil PCR di wilayah Tulungagung pada tanggal 29 Mei

2020:

“Tingkat kematian pasien PDP (di Kabupaten Tulungagung) mencapai angka 175
orang, dan belum sempat dites, tetapi keburu meninggal”

Pada wilayah Tulungagung memang banyak pasien PDP yang belum sempat di tes
sebelum meninggal. Wilayah lain seperti Sidoarjopun butuh bantuan mobil tersebut,
karena di wilayah Sidoarjo hanya mampu mengerjakan 16 sampel setiap harinya.
Wilayah Lamongan hanya mampu mengerjakan 12 sampel setiap harinya karena itu

Gubernur Jawa Timur jika tidak menempatkan bantuan mobil PCR tersebut maka tidak

5 Faiq Azmi Detik News https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5034152/penjelasan-gugus-tugas-jatim-soal-
mobil-pcr-yang-dipertanyakan-risma diakses pada tanggal 8 Juni 2021
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akan selesai untuk menanggulangi Covid-19 di wilayah Jawa Timur untuk itu beliau
mengharapkan memaksimalkan bantuan mobil PCR tersebut untuk percepatan serta
konfirmasi untuk tes swab PCR.

Khofifah menambahkan jika wilayah Surabaya mempunyai tujuh laboratorium
besar untuk melakukan tes swab PCR, beberapa alat itu berada di RSUD Dr. Soetomo,
RS Premier, RS National Hospital, RS Unair. Meskipun alat tes swab PCR di RS Unair
pada saat itu bermasalah tetapi masih ada 6 laboratorium besar yang masih dapat
membantu menyelesaikan tes swab PCR secara optimal dibandingkan wilayah selain
Surabaya.

Dari penjabaran tentang kronologi konflik yang terjadi tentang bantuan mobil PCR
yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Sesuai pernyataan Simon Fisher’®, bahwa dari pengungkapan sebuah kronologi
kejadian konflik akan menjadi sebuah bantuan untuk mengetahui sejarah konflik itu
sendiri, sejarah konflik ini dapat diklasifikasikan mulai dari penjelas waktu kejadian
konflik. Tetapi bukan hanya waktu saja yang dapat diketahui, selain itu dapat diketahui
beberapa pihak yang terlibat juga.

Maka kita dapat mengerti dari sebuah penjabaran kronologi konflik itu, ketika
bantuan ini datang atas kebutuhan untuk penanggulangan Covid-19 di wilayah Provinsi
Jawa Timur terkhusus Kota Surabaya. Sehingga pembuatan jadwal yang langsung

dibentuk untuk keperluan Kota Surabaya dan keperluan Provinsi Jawa Timur. Tetapi

76 Fisher dalam Zainatul Hikmah Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura
Dalam Perspektif Sosiologis-Hukum (Studi Kasus Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan,
Provinsi Jawa Timur). (Bogor: Manajemen Bisnis nan Ekonomi Perikanan-Kelautan Fakultas Perikanan nan limu
Kelautan Institut Pertanian Bogor 2008). HIm 8
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dalam jadwal tersebut adanya sebuah konflik karena pengalihan bantuan mobil PCR di
wilayah lain yang membuat kekecewaan pihak Kota Surabaya. Akibat adanya kejadian
yang terjadi maka para pihak yang terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana
maupun Gugus Tugas Jawa Timur membuat jadwal baru untuk penggunaan di Kota

Surabaya.

B. ANALISIS KONFLIK

Kemudian pada pembahasan bab ini diharapkan penelitian ini berisi penjelasan
mengenai, latar belakang permasalahan konflik, bentuk pola konflik, serta penyelesaian
konflik. Penggunaan wawancara serta penambahan dokumen dan berita-berita online yang
sesuai dengan pembahasan akan dilakukan untuk bahan dalam menganalisis konflik yang
diteliti. Pada wawancara penelitian ini dilakukan sesuai pedoman agar dapat menjawab
pertanyaan dari peneliti yang akan menjadi bahan dalam menganalisa konflik yang terjadi,
karena penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif maka data akan berbentuk sebuah
perkataan. langkah selanjutnya menganalisis penyebab konflik, serta penyelesaian konflik

tentang bantuan mobil PCR di masa pandemi Covid-19.

1. Latar belakang permasalahan yang menyebabkan munculnya konflik bantuan
mobil PCR yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan
Pemerintah Kota Surabaya

Berbicara mengenai konflik, maka tidak akan terlepas dari kehidupan manusia
sosial. Manusia sosial akan cenderung membutuhkan adanya bantuan dari manusia lain

dalam pemenuhan kebutuan sehari-hari. Oleh karena itu tidak terkecuali akan
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menimbulkan banyaknya sebuah gesekan antar lapisan masyarakat. Akan muncul
konflik-konflik yang ditimbulkan atas dasar pemenuhan kebutuhan manusia tersebut.
Sehingga dalam kehidupan nyata ini, sudah menjadi hal yang wajar untuk berkonflik
dalam kehidupan manusia dari sejak lahir hingga meninggal dunia’”.

Kehidupan manusia yang selalu memiliki sebuah rasa ketergantungan oleh orang
lain itu juga akan menjadi pemicu sebuah terjadinya konflik. Seperti banyak manusia
yang memiliki ragam latar belakang kehidupan satu sama lain sehingga tidak mungkin
dalam pemenuhan hidup tersebut akan memiliki tujuan yang sama, antar manusia
memiliki prinsip hidup untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda.

Dari adanya sebuah perbedaan yang ada pada manusia, maka dari itu timbulnya
kemajemukan. Kemajemukan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemajemukan
vertikal serta kemajemukan horizontal. Kemajemukan horizontal ialah adanya struktur
masyarakat yang terbagi atas dasar ras, suku, daerah dan juga agamanya, sedangkan
kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terbagi atas dasar pengetahuan
ataupun kekayaan. Dasar yang dapat disimpulkan dari adanya kemajemukan ialah
timbulnya suatu kepentingan tersendiri.

Dalam konflik ini dapat dimasukkan kedalam penyebab konflik akibat dari adanya
kemajemukan vertikal. Alasan dimasukkan kedalam kemajemukan vertikal adalah
karna konflik ini terjadi adanya perbedaan pengetahuan yang mengakibatkan
kepentingan setiap pemerintahan daerah berbeda. Pemerintah Kota Surabaya
menganggap bahwa bantuan ini hanya milik Kota Surabaya saja tetapi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur menganggap bantuan ini dapat juga diberikan kepada wilayah

77 Nur Aliyah, “Manajemen konflik”, (Makassar: Alauddin Univerity Press, 2015), him 7.
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lain. Hal itulah yang menjadi dasar pengetahuan masing-masing pemerintah daerah
dalam mengelola wilayahnya masing-masing yang menyebabkan timbulnya konflik
kepentingan.

Konflik juga sebuah bentuk fakta kehidupan yang nyata, bentuknyapun sangat
kreatif serta tidak dapat terhindarkan. Seringkali konflik timbul akibat adanya
kepentingan yang tidak sejalan, seperti sebuah adanya beda pendapat itu juga sebagai
bentuk penyebab konflik. Terjadinya konflik juga bisa menyebabkan akhir yang baik
khususnya pihak-pihak yang terlibat, untuk itu konflik dapat berguna dikehidupan
sehari-hari. Timbulnya konflik ini juga sering ditandai adanya sebuah
ketidakseimbangan, seperti di lingkup pemerintahan contohnya dalam hal kepentingan
serta koordinasi.”®

Menurut penjelasan Pemerintah Kota Surabaya bantuan mobil PCR dari
Pemerintah Pusat harusnya di prioritaskan untuk Kota Surabaya, bahkan pihak
Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan pos-pos untuk melakukan test PCR di

Kota Surabaya yang akan dilakukan secara bertahap selama lima hari.

“Untuk test PCR pada Kota Surabaya rencana akan di lakukan di Gelora Pancasila,
serta didaerah manukan maupun daerah rungkut. Oleh karena itu dalam lima hari
kedepan sudah disiapkan untuk titik-titik test PCR. Sudah disiapkan by name by
address sesuai dengan kapasitas mobil PCR tersebut sebanyak 200 orang setiap
titiknya.”"®

78 Simon Fisher, “Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak”, (Jakarta: The British Council, 2000).

him.3

 Tim Detik.com, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5034381/amarah-risma-soal-mobil-pcr-dan-fakta-
sebenarnya diakses pada 11 Juli 2021
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Pada saat sebanyak 2 ribu orang sudah terkonfirmasi Covid-19 di Surabaya itu
sudah cukup tinggi, sehingga dari banyak sampel yang diperiksa terdiri dari ODP
maupun PDP yang belum terkonfirmasi Covid-19, serta ada juga yang ingin
melaksanakan swab ulang. Pemerintah Kota tidak mengetahui pasti alasan
dialinkannya bantuan Mobil PCR itu di wilayah lain sebab menurut Kepala Dinas
Kesehatan Surabaya sudah meminta Ketua Rumpun Gugus Tugas Jawa Timur dr. Joni
Wahyuadi sesuai keperluan Kota Surabaya.

Di sisi lain menurut dr. Joni Wahyuadi sebelum hari pelaksanaan sudah
mengkonfirmasi kepada staff Dinas Kesehatan Kota Surabaya bahwa tidak ada
keperluan lagi untuk penggunaan mobil PCR di Kota Surabaya sehingga penempatan
mobil PCR digunakan oleh Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tulungagung. Tetapi
pada hari pelaksanaan pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya meminta bantuan mobil
PCR itu di Kota Surabaya sedangkan posisi mobil PCR sudah berada ditengah jalan

menuju Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tulungagung.

“Kemarin (tanggal 28 Mei 2020) pihak staff dari Bu Feny (Kadinkes Surabaya),
pihak staff tersebut bernama bu Deni tidak meminta untuk menggunakan mobil
(bantuan Mobil PCR) di wilayah Kota Surabaya, baik acaranya maupun berapa sampel
yang diperiksa. Pada kondisi wilayah lain sudah antri seperti di wilayah Tulungagung
dan Lamongan yang meminta untuk menggunakan bantuan tersebut dan acaranya pun
jelas. Lalu pagi tadi (tanggal 29 Mei 2020) Bu Feny mendadak menelpon meminta
mobil harus ada di Surabaya padahal mobil sudah berada ditengah jalan menuju
Lamongan dan Tulungagung’’°

8 Faig Azmi Detik News https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5034152/penjelasan-gugus-tugas-jatim-soal-
mobil-pcr-yang-dipertanyakan-risma diakses pada tanggal 11 Juli 2021
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Penyebab dari konflik bisa saja dikarenakan oleh banyak permasalahan, seperti
adanya beda dalam tujuan serta kepentingan ataupun biasanya karena keinginan untuk
bersaing untuk menjadi pemenang dalam hal tertentu. Dalam lingkup sumber
permasalahannya dibagi menjadi dua yaitu Pertama, sumber Fundamental yaitu adanya
pengaruh ideologi ataupun budaya, Kedua, sumber Instrumental yaitu adanya pengaruh

politik atau biasanya urusan materil.5!

“Hanya misskoordinasi saja, karena sudah terjadwal seperti itu, dan juga Surabaya
sudah mempunyai alat PCR sendiri salah satunya di RSUD Dr. Soetomo. Jadi ini
persoalan Jawa Timur, karena daerah yang diurus bukan hanya Surabaya saja
melainkan daerah-daerah yang lain juga, seperti Tulungagung dan Lamongan juga
mereka tinggi kasusnya dan tidak mempunyai alat sendiri. Saya juga tidak menduga
hal seperti ini saja menjadi perbincangan khalayak publik, karena ya bisa dibilang
hanya Ig:salahan koordinasi informasi saja tidak sampai menjadi konflik yang sangat
besar.”

Kasus tertinggi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, pada saat itu dimiliki oleh Kota
Surabaya, Langkah-langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani Covid-19
sudah terbilang sangat bagus, seperti adanya rapid test massal dan penyemprotan

disinfektan di tempat-tempat tertentu. Seperti penjelasan M Fikser selaku bagian

informasi satgas Covid-19 Surabaya

“Pemerintah sudah bekerja untuk mencari data mulai dari Pasien Dalam
Pengawasan, Orang Dalam Pengawasan, maupun yang terkonfirmasi Covid-19,
laporan yang masuk juga seperti itu oleh karena itu kasus di Kota Surabaya cukup
besar.”

81 Mahi M. Hikmat, “Komunikasi Politik Teori dan Praktik” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 94.

82 Wawancara dengan Kemal Faruq, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

pada tanggal 27 April 2021
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Beliau juga menjelaskan bahwa peran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini
perlu adanya bantuan dari masyarakat, sehingga akan terkonsep bekerja bersama antara
pemerintah dengan masyarakat. Seperti adanya kesadaran masyarakat akan anjuran
dari pemerintah.

Dari wawancara tersebut beberapa penyebab yang menjadi pemicu terjadinya
permasalahan dalam penggunaan bantuan mobil PCR di wilayah Pemerintah Jawa
Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya, seperti

1. Perbedaan Kepentingan

Dari penjelasan Kemal Faruq juga, bantuan ini untuk wilayah Jawa Timur
bukan hanya Kota Surabaya saja, karena wilayah-wilayah lain juga harus diurus
dalam tugas penanganan Covid-19 sehingga wilayah lain juga berhak
mendapatkan bantuan mobil PCR, disamping itu alat-alat untuk tes swab PCR
di Surabaya yang salah satunya berada di RSUD Dr. Soetomo, RS Premier, RS
National Hospital tersebut dapat digunakan secara optimal.

Dalam Soerjono Soekanto menjelaskan, beberapa penyebab adanya konflik
terjadi dikarenakan bentrokan sebuah kepentingan. Terjadinya bentrokan
kepentingan ini bisa saja dalam urusan politik, ekonomi, wilayah, dan lain
sebagainya. Seperti setiap individu yang mempunyai suatu tujuan atau
kebutuhan dalam mengelola sesuatu yang menyebabkan adanya perbedaan
kepentingan. Serta pula dapat dialami oleh suatu kelompok, bisa kelompok
masyarakat ataupun kelompok pemerintahan yang juga memiliki tujuan yang

berbeda antara kelompok satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan ini
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dapat berbentuk salah satunya ialah tentang penerapan kebijakan yang akan
selalu menimbulkan pro dan kontra.®

Perbedaan tersebut dapat dialami oleh kelompok ataupun seseorang
individu. Disini perbedaan dapat didasari dengan artian bahwa manusia
memiliki sebuah pendirian yang berbeda-beda. Didalam waktu yang lain
kadang juga seseorang melakukan sebuah hal yang sama akan tetapi memiliki
tujuan atau kepentingan yang berbeda.

Pemerintah Kota Surabaya sedang memperjuangkan daerahnya untuk
segera mendapatkan bantuan mobil PCR untuk warga Surabaya agar dapat
mendeteksi secara cepat Covid-19 karena pada saat itu penyebaran sangat tinggi
untuk daerah Surabaya dan mengkhawatirkan sampai pada peta penyebaran
daerah Surabaya termasuk zona merah. Hal lain yang mendasari keinginan
Pemerintah Kota Surabaya untuk menggunakan bantuan mobil PCR di Kota
Surabaya ialah karena ingin segera mendeteksi dengan cepat warganya jika
terkonfirmasi Covid-19.

Sedangkan kepentingan atau tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
penggunaan mobil PCR ini juga memikirkan daerah lainnya, seperti di
Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lamongan. Karena angka Pasien
Dalam Pengawasan di Provinsi Jawa Timur meningkat dengan pesat pada tiga
bulan pertama. Alasan yang lain karena Kabupaten Tulungagung dan

Kabupaten Lamongan belum memiliki fasilitas untuk alat PCR di RSUD

83 Ahmad Pratama Putra, BAHAYA KONFLIK SOSIAL BERBASISPERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAHDI
KABUPATEN BANGGAI LAUT, Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 11, No. 2, Tahun 2016, him 4
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mereka berbeda dengan Kota Surabaya yang sudah mempunyai alat tes PCR di
banyak rumah sakit, seperti di RSUD Dr. Soetomo.
Misskoordinasi

Arti koordinasi ialah sebuah cara untuk melakukan keseimbangan didalam
sebuah organisasi, satu pihak dengan pihak lain akan diatur dalam sebuah
koordinasi untuk saling meraih tujuan yang sama. Koordinasi akan berjalan
dengan baik apabila kematangan komunikasi yang akan disampaikan dengan
pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas-tugasnya. Koordinasi ini khususnya
dilakukan didalam sebuah organisasi, baik lingkup swasta maupun lingkup
pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk mencapai keberhasilan.

Dalam sebuah organisasi, adanya koordinasi ini tidak terlepas dengan
timbulnya sebuah komunikasi antar pihak yang terlibat. Komunikasi dengan
koordinasi akan saling berhubungan untuk menjalankan sebuah program kerja.
Komunikasi sendiri ialah sebuah alat untuk memberikan informasi yang sesuai
dengan arahan baik berupa penyampaian secara lisan ataupun dapat juga
menggunakan media pembantu lainnya. Pentingnya komunikasi didalam
koordinasi ini guna untuk memahami sebuah maksud dari orang yang
menyampaikan itu sehingga akan menjadi selaras antara pihak penyampai
dengan pihak yang penerima.

Komunikasi yang terjadi di sebuah organisasi bisa saja berbentuk formal
maupun informal, tetapi kebanyakan yang terjadi untuk membahas sebuah
permasalahan yang ada di sebuah organisasi tersebut. Adapun yang menjadikan

komunikasi ini tidak efektif seperti terjadinya kerumitan didalam penyampaian,
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terlalu berlebihan informasi yang akan disampaikan, atau juga komunikasi yang
tidak terstruktur. Namun adanya kesalahpahaman informasi ini yang sering
menjadi penyebab adanya kesalahan koordinasi, kesalahan itu bisa saja dimulai
dari kesalahan pihak yang menyampaikan pesan ataupun kesalahan pihak
penerima pesan.®*

Seringkali manusia juga lebih mengutamakan ambisi. Penerapan ambisi ini
seringkali menjadikan manusia tidak konsentrasi terhadap sesuatu yang
dikerjakan, sehingga akan sering mengutamakan nafsunya daripada akal
sehatnya. Adanya ambisi itu juga menyebabkan sebuah komunikasi menjadi
penuh emosional yang akan menyebabkan salah pengertian. Timbulnya salah
pengertian ini juga salah satu penyebab adanya konflik baik di lingkungan
masyarakat, ataupun lingkungan instansi Lembaga pemerintahan.®

Masalah kesalahan koordinasi antara pihak Pemerintah Kota Surabaya
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyebabkan adanya konflik itu
terjadi. Pada penjelasan wawancara dan juga hasil penjelasan Gugus Tugas
Jatim Covid-19 bahwa sudah adanya jadwal untuk pengoperasian bantuan
Mobil PCR tersebut, sehingga mulai tanggal 27-29 Mei 2020 sudah mulai
berjalan untuk pengerjaan tugas dari mobil PCR tersebut serta penempatan
wilayah yang mendapat juga sudah dijadwalkan. Seperti ini jadwalnya, pada

tanggal tersebut sudah merata sesuai dengan permintaan dari banyak wilayah

84 Choerul Anwar, “MANAJEMEN KONFLIK UNTUK MENCIPTAKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
(Studi Kasus Di Departemen Purchasing PT. Sumi Rubber Indonesia)”, JURNAL INTERAKSI, Vol 4 No 2, Juli 2015

him152

85 M. Ali Syamsuddin Amin, “KOMUNIKASI SEBAGAI PENYEBAB DAN SOLUSI KONFLIK SOSIAL”, Jurnal Common |
Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, ,him 103
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di Jawa Timur seperti Kota Surabaya mendapat bantuan mobil PCR pada hari
Pertama (tanggal 27 Mei 2020) sebanyak 2 unit mobil, lalu Kabupaten Sidoarjo
mendapat bantuan mobil PCR di hari kedua (tanggal 28 Mei 2020) sebanyak 1
unit, dan Kabupaten Lamongan serta Kabupaten Tulungagung mendapat
bantuan mobil PCR di hari ketiga (tanggal 29 Mei 2020) masing-masing
sebanyak 1 unit.

2. Bentuk pola konflik yang terjadi antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan
pemerintah kota Surabaya atas saling klaim bantuan mobil PCR dari pemerintah
pusat

Adapun beberapa bentuk konflik yang dapat terjadi, yang dikenal dalam lima
bentuk yaitu Pertama konflik personal merupakan bentuk konflik yang terjadi di dalam
diri seseorang tersebut, atau bisa dibilang adanya pertentangan didalam dirinya sendiri
dalam melakukan apapun, dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki lebih dari satu
tujuan tetapi tidak dapat sekaligus untuk dicapai. Kedua, konflik interpersonal
merupakan bentuk konflik yang terjadi di sebuah organisasi dan tentunya konflik
tersebut melibatkan banyak pihak yang terlibat, bentuknya adanya perbedaan sebuah
tujuan yang dialami oleh seseorang dengan orang lain. Hal tersebut ialah bentuk dari
sebuah dinamika saat berada di lingkungan organisasi. Ketiga, konflik antar individu
dengan kelompok, bisa digambarkan bahwa seorang individu yang tidak dapat
mencapai tujuannya didalam sebuah kelompok tersebut. Keempat, konflik antara
kelompok didalam suatu organisasi yang sama. Dalam bentuk ini konflik yang terjadi
didalam sebuah organisasi baik dilingkungan swasta maupun lembaga pemerintahan

seperti staf bagian dengan staf bagian lainnya yang tergabung dalam satu organisasi

97



yang sama. Kelima, Konflik yang dialami oleh organisasi dengan organisasi yang lain.
Biasanya bentuk konflik ini terjadi antar negara karena sudah berbeda wilayah
kesatuan, seperti konflik perbatasan wilayah.8®

Adapun beberapa aktor yang terlibat dalam konflik ini yaitu Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang meminta bantuan atas
mobil PCR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagai Bagian Logistik
untuk penanganan Covid-19. Semua Lembaga pemerintahan itu masuk kedalam satu

pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Timur

“Sebatas komunikasi saja, karnakan ini bukan konflik yang besar. Kita juga nggak
nyangka kok bisa jadi besar seperti di khalayak publik seperti itu. Permasalahan
langsung dapat diatasi secara baik-baik kok mas karna ini juga untuk kepentingan
bersama.”®’

Dalam bentuknya konflik penggunaan mobil PCR itu dapat dikatakan konflik
interpersonal karena termasuk konflik yang melibatkan banyak pihak dari mulai
Pemerintah Kota Surabaya, Gugus Tugas Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur. Adapun perbedaan kepentingan yang mendasari konflik itu terjadi, mulai
perbedaan kepentingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta perbedaan

kepentingan dari Pemerintah Kota Surabaya. Konflik ini juga berbentuk bentuk antar

kelompok didalam organisasi yang sama, dikatakan sama karena wilayah konflik ini

86 Mohamad Muspawi, “MANAJEMEN KONFLIK ( UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ORGANISASI )”,Volume
16, Nomor 2 Juli — Desember 2014 him 46

87 Wawancara dengan Kemal Farug, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
pada tanggal 27 April 2021
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terjadi wilayah Provinsi Jawa Timur, dan yang terlibat konflik ialah pihak Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Konflik bantuan mobil PCR yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dengan Pemerintah Kota Surabaya ini bisa dikelompokkan dengan konflik laten dan
manifest. Secara singkatnya konflik laten ini memiliki potensi untuk menghasilkan
konflik manifest, konflik laten atau yang sering disebut konflik tertutup ini terjadi
ketika kondisi yang terlihat biasa seakan-akan tidak ada apapun namun dibalik itu
semua ada pemicu konflik yang secara tidak sadar tidak terlihat, lalu konflik manifest
disebut konflik terbuka karena sudah terlihat dipermukaan. Jadi konflik laten sebagai
gejala untuk menuju pada konflik manifest. Gejala tersebut dapat berupa rendahnya
kinerja, ketimpangan sosial dan lain sebagainya.®

Fisher menjelaskan bahwa sesuai dengan pola terjadinya konflik, maka dapat
dimasukan kedalam tiga bentuk. Pertama, konflik laten yang mempunyai sifat
tersembunyi sehingga diperlukan dibahas pada permukaan sehingga konflik tersebut
bisa terselesaikan dengan baik. Kedua, konflik manifes yang mempunyai sifat terbuka,
konflik ini memiliki penyebab masalah yang bisa dikatakan dalam sehingga perlu
diatasi untuk mencari solusi dari konflik tersebut. Ketiga, konflik permukaan yang
mempunyai akar permasalahan yang dangkal sehingga bisa dengan cepat terselesaikan,
biasanya konflik ini timbul akibat adanya kesalahpahaman serta cara mengatasinya

dengan hanya berkomunikasi antar pihak yang terlibat.®

8 Sri wahyuni, “KONFLIK MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PALAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR*, him 12

8 Irwandi, Endah R. Chotim, ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di
Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”, JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-
Desember Tahun 2017 ,him 28
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Menurut Dahrendrof, konflik bisa dikatakan laten ketika suatu perbedaan
kepentingan belum disadari oleh pihak yang telibat dalam permasalahan tersebut, lalu
dinamakan konflik manifest ketika perbedaan kepentingan itu sudah terbuka dan juga
sudah disadari oleh pihak yang terlibat permasalahan.

Konflik laten memiliki sifat yang tertutup atau bisa disebut tidak menampak di
permukaan, sehingga pihak yang terlibatpun akan susah mendeteksi konflik tersebut.
Sebaliknya konflik manifest ini bersifat terbuka dipermukaan tentunya akan mudah
mendeteksi sebuah penyebabnya. Tetapi bentuk konflik manifes juga bisa merupakan
akibat adanya konflik laten yang mulai keluar dipermukaan.

Pada konflik ini ditemukan adanya perbedaan pendapat seperti Pemerintah Kota
Surabaya ingin mendapatkan bantuan Mobil PCR itu untuk kebutuhan daerahnya
sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin bantuan mobil PCR itu tidak hanya
digunakan di Kota Surabaya melainkan untuk wilayah lainnya juga seperti Kabupaten
Lamongan dan Kabupaten Tulungagung karena Kabupaten tersebut belum mempunyai
alat PCR seperti yang terdapat di Surabaya. Oleh sebab itu bentuk konflik yang terjadi
pada konflik bantuan Mobil PCR dapat dikatakan konflik laten (tertutup) dan konflik
manifest (terbuka), awal konflik tertutup tidak terlihat pemicu konfliknya tetapi ketika
pemicu konflik itu terlihat maka akan menuju konflik manifest atau konflik terbuka
yang sudah diketahui pemicunya.

Konflik ini muncul ketika Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan

kekecewaan terhadap bantuan mobil PCR yang dialihkan ke daerah lain. Sebelum
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pemicu tersebut diungkap maka awalnya berbentuk konflik laten karena bahwa
keadaan berjalan seperti normal, bantuan mobil PCR itu dapat beroperasi sesuai
jadwalnya karena belum terdeteksi pemicunya. Setelah pemicu tersebut diungkap
secara terbuka maka konflik itu masuk kedalam golongan konflik manifest karena
sudah menjadi konflik terbuka bahkan dimedia massa karena sudah terdeteksi
pemicunya.

3. Resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelesaian konflik memperebutkan bantuan
mobil PCR dari Pemerintah Pusat

Arti resolusi konflik ialah pada kondisi para pihak-pihak yang ikut serta dalam
konflik tersebut untuk dapat menyelesaikan konflik, menerima solusi yang diambil
secara bersama.’® Fisher menjelaskan bahwa resolusi konflik sebuah usaha untuk
membangun sebuah keterikatan baru dalam kelompok yang berkonflik. Weitzman
menjelaskan resolusi konflik juga sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut secara bersama-sama.

Seringkali konflik itu timbul akibat sebuah kepentingan yang berbeda. Sebuah
perbedaan akan kepentingan itu juga dapat ditangani dengan cara sebaik mungkin,
tanpa adanya kekerasa sehingga menjadikan suasana antar pihak yang terlibat akan
lebih baik jauh dari sebelumnya. Oleh sebab itu manfaat adanya konflik ini akan
berguna untuk hubungan antar manusia. Konflik seringnya muncul dikarenakan adanya

hubungan antar manusia yang tidak seimbang, seperti contoh keadilan yang tidak

%0 Firda Rosyana, “PENDEKATAN NEGOSIASI KONFLIK DALAM RESOLUSI KONFLIK DI SUDAN SELATAN”, Jurnal
ICMES Volume 3, No. 1, Juni 2019, him 59
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merata, tidak seimbangnya kekuasaan, adanya kesenjangan sosial, dan seringkali
tumbuh masalah-masalah lain contohnya meningkatnya sebuah kemiskinan,
pengangguran masyarakat, penindasan terhadap masyarakat kecil, serta kejahatan
kriminal.®!

Bentuk resolusi konflik pada permasalahan ini memakai pendekatan negosiasi,
artinya salah satu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan para pihak yang terlibat
konflik. Caranya menyampaikan sebuah tujuan yang akan membentuk suatu keputusan
bersama, keputusan itu harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat agar tidak
terjadi masalah yang baru. Negosiasi ini dilakukan tanpa adanya campur tangan pihak
lainnya yang tidak terikat permasalahan, tujuannya untuk menentukan keputusan yang
disepakati secara bersama.

Dalam melakukan negosiasi ini masih ditemukan adanya tujuan yang berbeda
sehingga tidak mudah melakukannya, oleh sebab itu adanya batasan-batasan yang
harus dipakai dalam melakukan negosiasi atau yang bisa disebut syarat melakukan
negosiasi. Pertama, pihak-pihak yang terlibat harus sepakat untuk mencari kesepakatan
solusi secara bersama-sama. Kedua, pihak-pihak yang terlibat harus mempunyai segi
ekonomi atau uang, maupun sumber daya manusia karena untuk kesiapan melakukan
kesepakatan bersama. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat harus mengerti tentang
permasalahan yang dihadapi ini dilakukan untuk menekan konflik kembali terulang di
masa depan. Artinya ketiga syarat tersebut dilakukan karena untuk mencari

kesepakatan dalam hal resolusi konflik secara bersama.

91 Simon Fisher dkk,“Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi untuk Bertindak” (Jakarta: The British Council,

2000), h. 3
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Dalam konflik yang terjadi menurut Dr. Joni Wahyuhadi selaku Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur tentang penyelesaian
permasalahan ini timnya akan menjadwalkan ulang terkait penggunaan bantuan mobil

PCR tersebut kepada Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 30 Mei 2020.

“Insya Allah pada hari besoknya akan dijadwalkan kembali, karena mobil hari ini
(29 Mei 2020) masih di wilayah Lamongan yang juga masih banyak pasien. Semoga
besok (30 Mei 2020) dapat terlaksanakan”

Sejalan dengan penjelasan Gugus Tugas Jatim bahwa menurut Kemal Faruq

Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur:

“Penyelesaiannya pada saat itu, karna adanya permintaan dari pihak pemkot
Surabaya ketika itu pihak provinsi langsung menjadwalkan ulang terkait penggunaan
bantuan itu, sehingga pemkot Surabaya dapat menggunakan dihari besoknya.”%

Tujuan adanya resolusi konflik untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu secara
efektif sehingga kita mengerti bahwa adanya keterlibatan berbagai pihak dalam
permasalahan yang ada. Serta kegunaan lainnya ialah untuk mengetahui bentuk dari
resolusi konflik tersebut supaya dapat mendeskripsikan maksud dari penyelesaian yang

diambil. Fokus kepada sumber konflik antara dua pihak supaya kedua belah pihak dapat

memberikan solusi yang nyata.

“Diselesaikan secara baik-baik karena ya langsung dengan penjadwalan ulang
sesuai dengan kebutuhan Kota Surabaya tersebut, karna ini juga kesalahan biasa yang

92 Wawancara dengan Kemal Faruq, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
pada tanggal 27 April 2021
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terjadi karena itu cara menyelesaikannya juga cepat karena mumpung bantuan ini
masih di wilayah Jawa Timur langsung di arahkan ke Kota Surabaya.”%

Negosiasi sendiri termasuk penyelesaian konflik secara damai, karena pihak yang
terlibat memilih untuk bertemu secara langsung tanpa adanya bantuan pihak lainnya
yang tidak terlibat. Bentuk negosiasi biasanya komunikasi tatapmuka secara langsung
untuk mencapai kesepakatan bersama.®

Salah satu faktor keberhasilan dalam penyelesaian sebuah konflik ialah
komunikasi, sebuah penyelesaian konflik jika tidak dilakukan dengan komunikasi yang
baik maka akan membuat semua sia-sia atau juga lebih parahnya lagi membuat sebuah
konflik baru. Untuk itu penggunaan komunikasi yang baik dalam penyelesaian konflik
ini sangat penting, mengingat bahwa untuk menahan keegoisan pihak-pihak yang
terlibat untuk kepentingan bersama.

Jika digambarkan sebuah pemerintahan didalam suatu daerah saling bermasalah
atau bisa dikatakan saling berkonflik maka akan menimbulkan persepsi yang sangat
beragam dilingkungan masyarakatnya. Terlebih akan menimbulkan ketimpangan
kepercayaan terhadap suatu pemerintahan daerah. Oleh karena itu pentingnya sebuah
penyelesaian yang tepat saat terjadi konflik ini untuk menekan akibat yang ditimbulkan

konflik itu, hal itu didasari untuk menjadikan kondisi di daerah baik-baik saja.

9 Wawancara dengan Kemal Farug, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
pada tanggal 27 April 2021

% Irwandi, “ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA” (Studi Kasus di Dusun Sungai
Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”, JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun

2017 him 29
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Pembuatan jadwal baru menjadi resolusi konflik permasalahan ini, sehingga pada
tanggal 30 Mei 2020 mobil PCR dapat beroperasi di Kota Surabaya. Dalam pembuatan
jadwal ulang tersebut tidak ada hambatan karena langsung melakukan koordinasi
antara Gugus Tugas Jawa Timur, dengan permintaan yang diminta oleh Pemerintah
Kota Surabaya maka mobil PCR dapat dipakai.

Penempatan mobil PCR ini pada tanggal 30 Mei 2020 sebagai bentuk resolusi atas
kesalahan yang ada maka akan ditempatkan pada RS Menur untuk menangani sampel
sebanyak 100 dan mobil kedua di RSUD Dr. Soewandhie yang akan menangani 100
sampel juga. Pada tanggal 31 Mei 2020 tepatnya, mobil PCR ini akan di operasikan
untuk Kabupaten Kediri dan Mobil kedua beroperasi di RSUD Sidoarjo yang akan

mengerjakan masing-masing 100 sampel.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang rangkuman dari penulisan penelitian yang
sudah dilakukan yang menjelaskan tentang analisis konflik antara Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam penggunaan mobil PCR di masa pandemi

Covid-19 menyimpulkan temuan penelitian yaitu:

1. Latar belakang permasalahan yang menyebabkan munculnya konflik bantuan mobil
PCR yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota
Surabaya

Adapun dua penyebab yang menjadi timbulnya konflik ini, yaitu: Pertama,
perbedaan kepentingan yang menjadi penyebab konflik ini dikarenakan dua pihak
mengelola sebuah wilayah yang berbeda oleh karena itu kepentingan seorang pemimpin
daerah akan berbeda-beda. Dalam konflik ini kepentingan pihak Pemerintah Kota Surabaya
ialah mendapatkan bantuan mobil PCR tersebut untuk mempercepat deteksi Covid-19 pada
warga Kota Surabaya sehingga mempercepat pendataan para pasien yang belum
terkonfirmasi Covid-19 karena kondisi Kota Surabaya pada saat itu tertinggi untuk kasus
Covid-19 di provinsi Jawa Timur, sedangkan kepentingan pihak Pemerintah Provinsi Jawa
Timur ialah bantuan tersebut juga untuk daerah lain yang berada di provinsi Jawa Timur
terkhusus wilayah-wilayah Kabupaten yang belum mempunyai fasilitas swab PCR
sehingga dengan adanya bantuan mobil PCR ini akan membantu penanganan Covid-19

seperti pada wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lamongan.
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Kedua, adanya miskoordinasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Dilihat dari
jadwal pengoperasian mobil PCR tersebut untuk jadwal Kota Surabaya pada tanggal 27
Mei 2020 sebanyak 2 unit mobil PCR akan beroperasi di Kota Pahlawan. Lalu pada tanggal
28 Mei 2020 sebanyak 1 unit mobil PCR beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan
pada tanggal 29 Mei 2020 memang 1 unit mobil PCR digunakan untuk Kabupaten
Lamongan dan lunit lainnya digunakan untuk Kabupaten Tulungagung.

. Bentuk pola konflik yang terjadi antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan
pemerintah kota Surabaya atas saling klaim bantuan mobil PCR dari pemerintah
pusat.

Dalam penelitian ini konflik yang terjadi berbentuk konflik interpersonal yaitu
konflik yang melibatkan banyak pihak mulai dari Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, dan Gugus
Tugas Jawa Timur. Disini juga konflik berbentuk konflik antar kelompok yang berada
didalam organisasi yang sama, karena yang menjadi pihak terlibat adalah pemerintahan
yang bertugas di wilayah provinsi Jawa Timur.

Dari bentuk polanya, maka bisa dikatakan konflik laten dan manifest. Berbentuk
konflik laten karena belum terlihat pemicu konfliknya, ketika pemicu konfliknya sudah
mulai terlihat maka akan berubah menjadi konflik manifest. Pada konflik ini pemicunya
ialah kekecewaan Walikota Surabaya Tri Rismaharini menanggapi pengalihan bantuan
mobil PCR ke daerah lain, jika pemicu tersebut belum diangkat secara terbuka maka
konfliknya berbentuk konflik laten karena masih tersembunyi, tetapi ketika pemicu itu
diangkat secara terbuka dan diketahui oleh beberapa pihak maka konflik itu berbentuk

manifest.
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3. Resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelesaian konflik memperebutkan bantuan
mobil PCR dari Pemerintah Pusat

Pada penelitian konflik ini bentuk resolusi yang diambil menggunakan pendekatan
negosiasi, yaitu penjadwalan ulang untuk pengoperasian mobil PCR sesuai dengan
permintaan Kota Surabaya. Pada tanggal 30 Mei 2020 langsung dijadwalkan di wilayah
Kota Surabaya sebanyak 2 unit. Penggunaan negosiasi diambil karena semua pihak yang
terlibat langsung mendiskusikan ketika adanya permasalahan sehingga tanpa bantuan
ataupun pihak lain yang membantu menyelesaikan permasalahan ini.

B. Saran
Sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini, sehingga peneliti bisa menyarankan
beberapa hal:

1. Agar tidak terjadi lagi konflik serupa mengingat penanganan Covid-19 ini masih ada
hingga sekarang, sehingga jika terjadi permasalahan secepatnya diselesaikan agar pandemi
Covid-19 ini cepat usai

2. Seharusnya kedua belah pihak, baik Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur untuk saling berkoordinasi dengan baik jika esok ada bantuan yang
serupa dari pemerintah pusat. Sekecil bantuan apapun itu, jika tidak ditangani dengan tepat
maka akan menjadi konflik yang besar pula karena menyangkut urusan masyarakat luas.

3. Hendaknya kedua belah pihak, baik juga Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur untuk tidak mengedepankan Kkepentingan sepihak dan

mengedepankan kepentingan bersama. Karena kedua lembaga pemerintahan ini saling
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berhubungan untuk kelangsungan penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Timur khususnya

Kota Surabaya dengan penduduk sangat padat.
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